
Menimbang: 

Mengingat 

WAUKOTA MAGELANG 

PERATURAN WAUKOTA MAGELANG 

NOMOR V\ ~ TAHUN 2010 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

a. 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WAUKOTA MAGELANG 
' 

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan; 

1. 

2. 

3. 

4. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

Undang•Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Bada_n 

I · Sengketa PaJ·ak (Lembaran Negara Republtk Penye esa1an 
. T h n 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia a u ' 
Republik Indonesia Nomor 3684); 

d Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Undang-Un ang S at Paksa (Lembaran Negara Republik 
Pa1·ak oengan ur 

. hun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Ta . N mor 3686) sebagaimana telah diubah 
Republik lndones~ d 

O 
g Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

dengan undang- ~n::ng-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
Perubahan Atas P . k Dengan Surat Paksa (Lembaran 

gihan aJa 
tentang Pena . Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

ublik Indonesia 
Negara Rep bl"k Indonesia Nomor 3987); 

b an Negara Repu I 
Lem ar 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2002 
Pajak (Lembaran Nega~a baran Negara Republik Indonesia 

27 rambahan em 
Nomor , 
Nomor 4189); 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Undang-Undang N 
Ne omor 17 Tah 

gara (Lembaran N un 2003 tentang Keuangan 
Nomor 47 Tamb h egara Republik Indonesia Tahun 2003 
N ' a an lemba N 

omor 4286 ); ran egara Republik Indonesia 

Undang-Undang N 
D omor 32 Tahu 2004 aerah (Lembara N n tentang Pemerintahan 
Nomor 125 T nb egara Republik Indonesia Tahun 2004 

, am ahan lemb 
sebagaimana tel h d' aran Negara Nomor 4437) 
Undang-Undang ~ •ubah beberapa kali terakhir dengan 
Kedua Atas u d omor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Pemerintahan ~ ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Tahun 2008 N aerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ind . omor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

ones1a Nomor 4844); 

Undang-Undang No 28 
. mor Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah 

dan Retnbusi Daer h (L b 
a em aran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 247, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Daerah Kota Magelang Noma~ 2_ Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang MenJad1 Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kata Magelang {Lembaran Daerah Kota 

Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 

h Kata Magelang Nomor 4 Tahun 2008 
Peraturan Oaera Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi 

tentang Susun(aln, baran Oaerah Kata Magelang Tahun 2008 
Oinas Daerah em 

Nomor 4); 
ah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

Peraturan Daer k k Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pokok-po O ) 

tentang h K ta Magelang Tahun 2009 Nomor 2 ; 
(Lembaran Daera o 

Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 
Peraturan Daerah h Hak atas Tanah dan Bangunan 

8 Perole an ) 
tentang ea Magelang Tahun 2010 Nomor ; 
(Lembaran oaerah Kota 
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MEMUTUSKAN . 
N1enetapkan PERATURAN WALIKOTA . 

PEMUNGUTAN BE TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

BANGUNAN. A PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

oalam Peraturan Walikota ini yang dimak d d 
su engan· 

1. Oaerah adalah Kota Magelang. · 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pemerintah Daerah adalah Walikota 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. dan perangkat Daerah sebagai unsur 

Walikota adalah Walikota Magelang. 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan K 
DPPKD adalah Dinas Penda euangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

Magelang. 
patan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Kepala DPPKD adalah Kepala DPPKD Kota Magelang. 

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Magelang. 

Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang. 

Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, 

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 

h k k
'b . k d' erolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

u um yang menga I at an 1p 

orang pribadi atau Sadan. 
11 

8 
an adalah hak atas tanah, termasuk hak 

· Hak atas Tanah dan/atau an~un seba aimana dimaksud dalam undang-
pengelolaan beserta bangunan dratasnya, g 

' an undang di bidang pertanahan dan bangun · . 
1 . 8 dan meliputi pembayar paJak, pemotong 
2· Wajib Pajak adalah orang pribada atau a 

1
.' hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

. k . k ang mempunya 
PaJa , dan pemungut paJa , Y • dangan perpajakan daerah. 
den k turan perundang un 

gan etentuan pera d I h ihak yang berwenang 
13 / · bat Lelang, a a a P 

· Pejabat Pembuat Akta Tanah PeJa Tanah dan/atau Bangunan yang 
rnenerbitkan Akta Pemindahan Hakl atas 

. . . d' Kota Mage ang. 
rnempunya1 walayah kerJa 1 . 1 yang ditunjuk untuk menerima, 

14 ·abat fungsrona . 
· Bendahara Penerimaan adalah peJ k dan mempertanggungiawabkan uang 

atausaha an, D K t M I 
rnenyimpan menyetorkan, men n APBD pada OPPK o a age ang. 
Pendapatan' daerah dalam rangka pelaksanaa 
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5 ookumen terkait Perolehan H k 
1 · a atas Ta h 

yang menyatakan telah terjadin a na_ dan/atau Bangunan adalah dokumen 
dan/atau bangunan. Dokumen ,·n·Yd Pemmdahan hak atas kepem·,1·k t · h 

· h'b h I apat b I an ana 
beh, surat • a , surat waris dan I . . erupa surat per1·an1·ian d k . I ' am-lam van . . . , o umen Jua 
surat Setoran Pajak Daerah y g memiliki kekuatan hukum. 

16, W .. b P . k . ' ang selanjutny d' . 
oleh aJt aJa d1gunakan untuk I a ismgkat SSPD adalah surat yang 

17, 

18. 

t t k K me akukan pemb ' 
yang eru ang e as Daerah atau t . ayaran atau penyetoran pajak 
sekaligus untuk melaporkan data P e~pat lam yang ditetapkan oleh Walikota dan 

ero ehan hak atas tanah d / 
Surat Ketetapan Pajak Da h an atau bangunan. 

era Kurang Bayar . 
adalah surat ketetapan pajak van ' yang selanJutnya disingkat SKPDKB, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekura~ menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
administratif, dan jumlah pajak yanggan ~hembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

mas, harus dibay 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuran 8 ar. 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan ~ kayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
pajak yang telah ditetapkan. paJa yang menentukan tambahan atas jumlah 

19 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nih"I . 
· . 1, yang selanJutnya disingkat SKPDN, adalah 

surat ketetapan paJak yang menentukan J·u I h k k • 
d · I h k d' . m a po o paJak sama besarnya 

engan JUm a re it paJak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB 
ad~lah surat ~etetapan P_ajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayara~ 
paJak karena Jumlah kred1t pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPO, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesafahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat 
dalam Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah K~rang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan PaJak Daerah 

Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

24. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau B_angunan adalah _dokume.n legal 
. d h h k tas tanah dan/atau bangunan dan satu p1hak ke 

penetapan pemm a an a a 
pihak lain. 

25 k · n kegiatan mulai dari penghimpunan data 
· Pemungutan adalah suatu rang aia . k yang terutang sampai kegiatan 

b k d b k . k penentuan besarnya paJa 
o ye an su ye paJa , .. . a en awasan penyetorannya. 
penagihan pajak kepada WaJtb PaJak sert p g 



- 5 -

BAB 11 
RUANG LINGKUP 

Pasa12 

(l) Sistem clan Prosedur Pemungut 
. an BPHTB mencak 

harus d1lakukan dalam meneri up seluruh rangkaian proses yang 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

ma, menatausahak 
BPHTB. an, dan melaporkan penerimaan 

Prosedur sebagaimana dimaksud d 
pa a ayat (1) meliputi: 

a. prosedur pengurusan Aleta p . 
emmdahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan-

b. prosedur pembayaran BPHTB· ' 
I 

c. prosedur penelitian SSPD· 
I 

d. prosedur pendaftaran Akta Pem· d 
m ahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; 

e. 

f. 

g. 

prosedur pelaporan BPHTB· 
I 

prosedur penagihan BPHTB· 
I 

prosedur pengurangan BPHTB. 

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak at T h d / as ana an atau Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adal h d · a prose ur peny1apan 
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus 
penghitungan BPHTB. 

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) 

adalah ptosedut pembayaran BPHTB vang terutang -yang dilakukan oleh wajib 
Pajak dengan menggunakan SSPD. 

Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 

prosedur penelitian yang dilakukan DPPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPO 

dan dokumen pendukungnya. 

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke 

Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT. 

Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah 

prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. 

P d 
'h BPHTB -ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah rose ur penag1 an :, 

d TPD SKPDKB SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan 
prose ur penetapan S , , ' 

oleh DPPKD. 

b imana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah 
Prosedur pengurangan BPHTB se aga . . I olakan atas pengaJuan pengurangan BPHTB 
prosedur penetapan persetuJuan pen 

Yang diajukan oleh Wajib Pajak. 



(1) 

(2) 

(3) 
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Pasal3 
Untuk melaksanakan sistem dan 

Prosedur seb • . 
oPPKD harus mempersiapkan fun . f . agaimana dtmaksud dalam Pasal 2, 

. gS,- ungsi Yang dibutuhkan dengan, meliputi: 
a. Fungs1 Pelayanan dan Pengolah Data; 

b. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan; 

c. Fungsi Penagihan. 

Fungsi-fungsi sebagaimana d. k d 
. •ma su pada ayat (1) dipersiapkan dengan 

menyesua,kan struktur organisasi pada DPPKD . 
. sesua, dengan tugas pokok dan fungsmya. 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan 

pemungutan BPHTB sepertl dalam proses penelltlan SSPD dan proses pengurangan 
BPHTB dan mengelola data base terkait objek BPHTB. 

(4) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan 

data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk. 

(5) Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk 

melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak atas SSPD yang kurang/tidak dibayar, 

SKPDKB, dan SKPDKBT. 

(6) Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan menyesuaikan 

dan mengoptimalkan struktur organisasi DPPKD sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya selaku pengelola pendapatan daerah. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

BAB Ill 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB 

Bagian Kesatu 

Akt Pem·1ndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pengurusan a 

Pasal 4 

. d h n Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
Wajib Pajak mengurus Akta Pernin (aP;AT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan 
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah 

perundangan. 

. bat Lelang melakukan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah/PeJa 

BPHTB yang haknya dialihkan. 

PasalS 

penelitian atas objek 

. n mengisi SSPD yang 
Wajib Pajak mengh1tung da 

disiapkan oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Tanah dan/atau Bangunan adalah 
. d han Hak atas . 

T t San Akta Pernin a t·dak terpisahkan dan Peraturan a a cara penguru piran I yang ' 
dalam Lam sebagaimana tercantum 

Walikota ini. 
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Bagian Kedua 

Pembayaran BPHTB 

PasalG 

(l) Wajib Pajak melakukan pemb 
SSPD. ayaran BPHTB yang terutang dengan menggunakan 

(Z) Pembayaran sebagaimana dimaks d 
Bendahara Penerimaan pada DPPK~ pada ayat (l) dilakukan oleh Wajib Pajak di 

Kota Magelang. 

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh W .. . 
dalam Lampiran II yang tidak ter i hk aJib ~aJak adalah sebagaimana tercantum 

P sa an dan Peraturan Walikota ini. 

Bagian Ketiga 

Penelitian SSPD 

Pasal7 

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 
DPPKD. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD; dan 

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD. 

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan pemeriksaan lapangan. 

(4) Tata cara penelitian SSPO oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Ill yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Keempat 

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 

Pasaf 8 

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pertanahan. 

(2) k k 
· ama dengan Kantor Pertanahan dalam rangka 

DPPKD dapat melaku an erJas 

pendaftaran Pemindahan Hak. 

(3) d I 
h sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

Tata cara pendaftaran Akta a a a .. 

(1) 

. p turan Walikota m1. 
yang tidak terpisahkan dan era 

Bagian Kelima 

Pelaporai'l BPHTB 

Pasal9 

oleh Fungsi pembukuan dan Pelaporan pada 
Pelaporan BPHTB dilaksanakan 

DPPKD. 



(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

{4) 

pelaporan BPHTB bertujua 
n untuk me b . 

penerlmaan BPHTB sebagai bat1· m enkan informasi te t realisasi 
i:,1an dari Penda n ang 

patan Asli Oaerah (PAO). 

Pasal 10 
Fungsi Pembukuan dan Pela 

poran meny· k 
dokumen-dokumen dari Bendah . iap an laporan BPHTB berdasarkan 

ara Penenmaan DPPKO d 
fungsi Pembukuan dan Pelap an PPAT. 

oran menerima 1 
Bendahara Penerimaan DPPKD r aporan penerimaan BPHTB dari 
berikutnya. pa mg lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan . 

Hak atas Tanah da-n· /a-ta-u· 
8

-.. . . ~ -enenma laporan pembuatan akta Perolehan 
angunan d- ·· -•· . - .. . an PeJabat Pembu·a· t Akt - r · · -h · · 1· · · 

lambat pada tanggal 10 (s I h) . a ana pa mg 
epu u bulan benkutnya. 

Tata cara pelaporan Akta adalah seba · · . 
. . . gaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

t1dak terp1sahkan dan Peraturan Walikota · · tnl. 

Bagian Keenam 

Prosedur Penagihan BPHTB 

Pasal 11 

(1) Prosedur penagihan BPHTB dilakukan untuk menagih BPHTB yang terutang yang 

belum dibayar/kurang dibayar oleh Wajib Pajak. 

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

penetapan STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. 

(3) STPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan 

Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan. 

(4) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Ketujuh 

Prosedur Pengurangan BPHTB 

Pasal 12 

(1) p TB d' · k n oleh WaJ'ib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi engurangan BPH 1aJu a 

Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD untuk diteliti. 

(2) b • a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
Pengurangan BPHTB se aga1man 

dengan ketentuan peraturan peruociang-uociangan. 

(3) 
8 

d 1- h sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
Tata cara pengurang2n BPHT a a a .. 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota m1. 



(1) 

(2) 
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BAB IV 

FAStLITASt 

Pasal 13 

Kepala DPPKD melakukan fasilitasi Pel k 
a sanaan Peraturan Walikota ini. 

Fasilitasi sebagaimana dimaksud P d 

menyempurnakan fampiran-lampi~n a ayat .(l) mencakup mengkoordinasikan, 

dangan melaksanak . . . sesua1 dengan ketentuan perundang-
. un , an s0s1ahsas1 • • 

. . . , superv1s1 dan bimbingan teknis serta 
membenkan as1stens1 untuk kelancaran 

penerapan Peraturan Walikota ini. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

inl denga·n penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Diundangkan di Magelang 
Pada tanggal 31 Desember 2010 

Ditetapkan di agelang 
pada tanggal 

SIGIT WIDYONINDITO 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
Pit 

201 o NO MOR 44 8ERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 



lAMPIRAN 1 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR 
TAHUN 

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA P 
EMINDAHAN HAK 

ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pengurusan akta · d h 
pemrn a an hak atas tanah dan/atau bangunan 

merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak 

atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak 

atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Prosedur ini melib=ltkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang 

menyiapkan formulir SSPD dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan. 

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan 

kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek BPHTB di 

Kantor Pertanahan. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan p1hak yang mem, 1 1 . •1.k. kewaJ"iban membayar BPHTB atas hak atas tanah 

dan/atau bangunan yang rpero e · d. I hnya Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan 

dukung terkait pemindahan hak atas tanah dan menyerahkan dokumen pen 

dan/atau bangunan kepada PPAT. 

2. DPPKD d PPAT dalam 
. . d bekerja sama engan . . PKO berkoordrnas1 an Dalam prosedur 1n1, DP 

penyiapan SSPD. 

,· . 



3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang m b 
em antu Wajib P . k 

terutang dan mempersiapk S aJa dalam menghitung Pajak yang 
=:in SPD. Pihak an . . 

atau Notaris. Dalam prosed . . y g dapat men1ad1 PPAT ialah Camat 
ur mI, PPAT bert 

. ugas dan berwenang untuk· 
- memenksa kebenaran data t k . · 

. er a1t objek Pajak ke Kantor Pertanahan· 
meny1apkan draft Akta Pemind h ' 

a an Hak atas Tanah dan/atau Bangurian. 

4. Kantor Pertanahan 

Dalam prosedur ini, Kantor Pertanah . 
an menyediakan data yang dibutuhkan PPAT 

terkait pemeriksaan objek Pajak. 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 : 

Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan mempersiapkan dokumen 

pendukung terkait dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen 

pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan 

antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, 

surat hibah, surat waris, dan lain-la in yang pada dasarnya menyatakan telah terjadi 

pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat 

disertai dengan dokumen pendukung lainnya. 

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Waj ib Pajak menyerahkan permohonan 

pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan. 

Langkah 2 : 

akta dan dokumen pendukung perolehan hak 
PPAT menerima permohonan pengurusan 

. W .. b Pajak PPAT lalu memeriksa kelengkapan 
atas tanah dan/atau bangunan dan aJI · 

. . 'k d kumen pendukung yang diterima telah lengkap, 
dokumen pendukung yang d1tenma. J1 a 0 

riksaan data objek BPHTB kepada Kantor 
PPAT kemudian mengajukan permohonan peme 

Pertanahan. 



Langkah 3: 

Atas permintaan dari PPAT, maka Ka 
ntor Pertanahan m . 

ppAT untuk melakukan pemeriksa b" enyed,akan data yang dibutuhkan 
an o Jek BPHTB. 

Langkah 4: 

ppAT menerima data objek BPHTB d . 
an Kantor Pertanahan PPA k . . 

kebenaran data objek PaJ·ak d · T emud,an memenksa 
engan membandin ka d 

tas tanah dan/atau b g n okumen pendukung perolehan hak 
a angunan dan data ob· k 

Je BPHTB dari Kantor Pertanahan Jika 
diperlukan, PPAT dapat melakukan pen k · 

gece an objek BPHTB dengan melakukan observasi 

lapangan. 

Langkah 5: 

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak ata T h d s ana an/atau Bangunan. Dokumen ini 

merupakan rancangan akta pemindahan hak ata ta h d / s na an atau bangunan yang belum 

ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

Langkah 6: 

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir SSPD dari DPPKD. 

Langkah 7: 

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek Pajak terpenuhi, maka PPAT 

menghitung nilai BPHTB yang terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek Pajak dan 

nilai Pajak yang terutang ke dalam formulir SSPD. Setelah mencantumkan seluruh informasi 

yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD. SSPD merupakan surat yang 

dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB 

yang terutang ke Bendahara Penerimaan DPPKD dan sekaligus untuk melaporkan data 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD terdiri atas 6 lembar, dengan perincian 

sebagai berikut : 



► Lembar1: 

Untuk Wajib Pajak. 

► Lembar2: 

Untuk PPAT sebagai arsip. 

► Lembar3: 

Untuk Kantor Pertanahan sebaga; lampiran l>ermohonan pendaftaran. 
► Lembar4: 

Untuk Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data DPPKO sebaga; lampiran permohonan penelitian SSPD. 

► Lembar 5: 

Untuk Bendahara Penerimaan sebagai arsip. 
► Lembar 6: 

Untuk Bendahara Penerimaan sebagal laporan kepada Fungsl Pembukuan dan Pelaporan DPPKD. 

Langkah 8 : 

PPAT menyerahkan SSPD yang telah diisi kepada Wajib Pajak. 

Langkah 9: 

Wajib Pajak menerima SSPD yang telah diisi dari PPAT. 

D. BAGAN ALUR 

Wojib Pajak mengurus Akta 
Ptmlnd•h•n Hak At.as Tanah dan 

Bangunon ke PPAT dlsertal 
dokumen pendulcung 

WaJlb Pajat menerima SSPO 1una 
Ptt>ses selanjutnya 

OPPKO 
menyedio1bn 
FormulirSSPO 

Formulir SSPO 
dlterlma oleh PPAT 

PPAT meneri~ 

permohonin diri WaJib 
P•jak dan dotumen 

pondutung 

PPAT m•m•rits. dal.a l•rbil 1----------i 
obj•k pajalt k• Kantor 

Pertan~an 

PPAT ffl@nyusun dan 
monylmpan dt>ft Aki.a 

Peminda~n Hak atas Tanah 
dan/al.au 8angunan 

PPAT m,nghllung 8PHT8 
yang Terutang d.ln 

mempej"gapbn SSPO 

PPAT dan W~ib Pajak 
menandaianpni SSPD 

bt'llot Ptl'UNhiln menyedlakan 
dal.a y•ns dibutuhun PPAT 



" . NTAH 

SURAT SETORAN PAJAI( DAERAH (SSPD) 
BEA PEROLEHAN HAI( ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

Lembar 1 

pfr,1fRI £1AHG 

,..... NG 
"" DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN D~ KOTA MAGELA _ 

~I ~h~P~etu~n~~u~k~P~r~n!r,l~sl~a~n!!_pa~d~a~h~a~la~m~a~n~br~lo~k~a~ng~/e~m~ba~r~ ln~lte~r~l~~l~h~do~h~u~lu:_· ___________ ___ _ 
TIAN : BacCJ a 

pERHA N,m, W•J;b P•J•k ' ·········································· •····· ····•····•··········-······•··············•··•·················· 

Berfungsi Juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Oaerah (SPTPO) serta 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan 

Untuk WP 
sebagai Bukti 

Pembayaran 

1. k ···············-··· ·········-····················-···························································· . ~ Al•mot W•Jlb P•J• ............•....... . .. 2. ..•..•.•.....•.........•...........•.....• 4. RT/IIW . . ........... S. ""m•"' 3. Kelurahan/Desa 

6. Kabupaten/Kota . ........................................... . 

s. 
7. Kade Pos 

1. NOP PBB 

Letak Objek Pajak 2. 

3. Kelurahan 

'0JDJ[OJ ITJJLII 111 .1 1_1 □ 
••• ••• ••• u •••••••••••hoooo,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, , 0,0,,, ,,,,,, ,,,,,,, , , ,,, ,,,,, , , , ,, 

Kecamatan s. 
Penghitungan NJOP PBB 

uraian 

. ........................................... . 

········································· . 

Luas 

4. RT/RW 

6. Kota 

NJOP PBB/M2 

••••••••••uoooooo•u•o•••••••••••••• • 

( dlisi luas tanah dan/atau bangunan 
yang haknya dl~raleh) 

(dlisl ~rdasarkan SPPT PBB t'1hun 
terjodlnya perolehon halr/tohun •••••• ) 

Luas x NJOP PBB/Ma 

Tanah (bumi) 7. Mi 9. Rp. 

Bangunan 8. MZ 10. Rp. 

14. 

15. 

Jenis Pero e . I han Hak atas Tanah dan/atau Ban~unan 

16. 

Transaksi / Nilai Pasar Harga 

Nomor Sertifikat Tanah 

11. Rp. ...... , ...... , 
12. Rp. -••MPO lO 

NJOP PBB : 13. Rp. Arcu ll•Arcta U 

IT]~----, 

: •; I ! I I I I I I I I I I I I I I 
c. PENGHITUNG hltungon Wo}lb Pajak) b dasarkan Peng AN BPHTB (hanya d/1s1 e~ Dalam Rupiah 

b. k Pajak (NPOP) 
Nilai Perolehan O Je . (NPOPTKP) 

. . k Tidak Kena PaJak Nilai Perolehan ObJek PaJa KP) 

. k Kena Pajak ( NPOP 
Nllal Perolehan Objek PaJa seharusnya terutang 

Bangunan yang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan emberian Hak Pengelolaan 

Waris/Hibah Waslat/P 
Pengenaan 50% karena ng terutang 

angka 1-angka 2 

1 

2 

3 

► 
► 

► 

4 ► 

5 ► 
6 ► 

h dan Bangunan ya n ~suai) Bea Perolehan Hak atas Tana . "X' pada /cotak-,a 

11 • {beri tanda silang 

0. J,mi,h Setorao Be,d"'""" ··• P,j;k W•llkoto Nomoc CJ 
a. Penghitungan WaJt kan Peraturan 

KBT •) m " Berdasar CJ 
b. STPO / SKPDKB / SKPO ·adi • •.....................•...•.......... ......•. .. ....... . Q c. Pengurangan d1h1tu g ···················--···•--·"···· 

. . n sendiri menJ . 

Ud . ..................................................... . 
nAngka) : JUMlAH YANG OISETOR (deos• J 

~:-________ _ 
MENGETAHUI : 

KANTOR PPAT/NOTARIS/KEPALA ') 
LELANG/PEJABAT LELANG 

L EMPAT P~MBAYARAN 
.uOLEH:T_ ............. . OJTERI""" · ......•...... 

Tanggai: .. : ......................... . 

7 
7 

tgl ........................... . 
·········~~IB P;.,AK / PENYETOR 

Nama lengkap dan 'Tanda Tan an 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

BEA PEROLEHAN HAI( ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
Berfungsi Juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta 

p£"1ElllllfAHNiG~L ____ ~s;u;ra;t;P~e;m;be~~rita;h:ua:n~O:b~j=ek~P:a~ja=k~(S:P~O:P~) P:a~ja:k~B:u:m~i :da:n~B:a:n~g:un;a;n~:::;-:::-;;-~;.------
A MAG~ 

,gr OINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG 

Lembar 2 

Untuk PPAT 

HA TJAN : Baca 

pER ···-······· 

ah Petunjuk Pengislan Podo holomon belokong lembor In/ ~rleblh dohulu. 

A. 1. 
Nama Wajib Pajak : ···········•· .. ······· ............ ....................................................................................... . 

B. 

2. Alamat Wajib Pajak 

3. Kelurahan/Desa 

6. Kabupaten/Kota 

. ...................................................................................................................... .. 

............................................. 

··············•······························ 
4. RT/RW : ............ 5. 

7. 

Kecamatan 

Kode Pos 
1. NOP PBB 

2. Letak Objek Pajak =[IJ DJ [IIJ [I I J 111 I I I I I I □ 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••ouooo,ooooooo,,,,,,,,,,,.,,,, ,,,,, , ,,,u,,, ,, ,, , ,,,, .. , ,, •••••••••u o, oooo••••• ••••n 

3. Kelurahan ............................................. . 
s. Keca matan 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••U•••• •• 

Penghitungan NJOP PBB 

4. RT/RW 

6. Kota ............... ,.,u,,,.............. . . ..... 

NJOP PBB/M2 

r-
Luas 

( dilsl luos tonah don/otou bongunon 
(dilsl btrdosarkan SPPT PBS tohun 

Uraian 

yong haknyo dlperolth) ttr}adlnya peralehan hak/tohun ...... J 
r--

Tanah (bumi) 7. Ml 9. Rp. 11. Rp. 

Bangunan 8. Ml 10. Rp. 12. Rp. 

NJOP PBB : 13. Rp. 
. 

14. 

15. 

16. 

Jems Pero e . I han Hak atas Tanah dan/atau Bangunan [I] 
Harga Transaksi / Nilai Pasar 

Namer Sertifikat Tanah I I I I I I I 

Luas X NJOP PBB/MZ 

-
AncN7••rcb 9 

Anpal•AnpalD 

Mltall•Anpa U 

I i 

1 1 1 I I I I I I I I 

hltungan Wajlb Pajak) 1 ► I I beraosarkon Peng C. PENGHITUNGAN BPHTB(hon,a~, 2 ► 
· k p 'ak (NPOP) 

N11al Po,oloh,a ObJ• OJ POPTICP) 3 ► 
. k Tldak Kena Pajak (N ongko l - ongko 2 

Do/om Rupiah 

N11•1Porolohan ObJokP•J• 

4 

► 

. Kena Pajak ( NPOPKP) 5% x angka 3 

Nilai Perolehan Objek Paiak~ h~ru~s~~nya~~t~er~uta~~ng~~==;~=~~=====J=jst]~~►:::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_ h dan Bangunan yang se 50% x ongko 4 e.aP,rolohan Hok ata, Tana b ••Hok"""'°'"" 6 ► 
Waris/Hibah Wasiat/Pem er 

Pengenaan 50% karena ng terutang 

ah dan Bangunan ya Stsuoi) Bea Perolehan Hak atas Tan . "X"poc/akatakyong 

. (~ri tanda si/ang 
D. Jumlah Setoran Berdasarkanw "b Paj~k 

CJ 
a·. Penghitungan a,, n Walikota Nomor : 

•) Berdasarkan Peratura 
0 b. STl'D / SICPDKB / SKPDK8T d . • m,ojadl ' m .. : .. _ ............... •-········ ........... . Q c. Pengurangan dihitung sen :~: ........................................ . od ............................................ . 

an Angka) : JUMLAH YANG 015ETOR (d,og J 
Gp. 

MENGETAHUI : 
· · NTOR PPAT/NOTARIS/KEPALA KA •) 

LELANG/PEJABAT LELANG 

.._____ da Tangan Nama Lengkap, Stempel dan Tan 

---

(deng · 

. N 
DITT · · ~: .. : ... .-........................... .. 

Tanggal : ................. . 

I 
7 

............ tgl.. ........................ .. 
.. ..... ,.WAJIB PAJAK/ PENYETOR 

Nama len ka dan Tanda Tan an 



~,, 
Kantor 

BeITUngs; Jug, sebag,; Surat Pembe,nahuan Pajak Daerah (S<>TPO) serta Pertanahan arA l!IIAGf~G l 

SURATSETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

BEA PEROLEHAN HAk ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

I 

Lembar 3 

Untuk 

f>EMERINTAH.N~J----=~~S~u~ra~t~P~e;m~be~ri;ta~h~u~an~;O;bj~e;k~Pa;ja;k~(~SP;O;P;)~P;aj;ak;~Bu;m~l;d;a~nB;an;g~u~na~n~~;:;.;;;-~'Ki----=--

' DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG -

~~I ~h~P~etu~n~l}~uk~~Pe~ng~lsl~a~n~pa~d~a~h~al~am~an~be~la~k~a~ng~l~em~~bar~ln~l~te~rl~eb~lh~da~h~ul~u:_. ________________ I 
TJAN:B~aa 

~ w.;;b Pajak ' ····················•···--··•·····•--............................ ._............................................... . .. 

A. 1. Alamat Wajm Pajak ' ................................................ ....... ._ ............................................... .. 

2. ' ............................................ 4. IIT/RW ' ............ 5. """matan 
3. 

-~KK:~~~u~rap~:~ta:~:~:~:~ta~a __ _.:=~=···=··=·--~··::.:···~ ... = .. = ... = ... = ... ~ .. ::.: ... : ... = .. = ... = ... : .. :_::~~~~~~7=·=~K~o~d=e~Po=s~~:l._··r···=··l···_··_···_··_···_· I 

~ NOPPBB 'DJ OJ DJ] [[IJ l 11 ... 1..·r--r~···--'-·-,-···!····Tt·!···I □ : ................................................................ . 2. Letak Objek Pajak 

Kelurahan 

I 

3. 

Kecamatan 5. 

················•· .. ,, ........................ . 
........................................ . 

4. RT/RW 

6. Kota 
: ········--·· 

Peng h·tungan NJOP PBB 
: •••• •••••••••••••• oo,, , , .,,.,, 

uraian 

Tanah (buml) 

Bangunan 

Luas 

( dllsi luas tanah dan/atau bangunan 

yang hakn~a di~raleh) 

NJOPPBB/M2 

(dilsl berdasorlcan SPPT PBB tahun 
ter/adlnya perolehan hal(/tohun ••.••. ) 

7. Ml 9. Rp. 

8. M1 10. Rp. 

11. Rp. 

12. Rp. 

NJOP i>BB : 13. Rp. 
I 

Jems Pero e . I han Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : [D 

I 
Luas x NJOP PBB/Ml 

N,pa11• ....... 1l 

14. 

15. 

16. 

Harga Transaksl / Nilai Pasar 

Namer Sertifikat Tanah 

: I Rp. 

= 1 I I I I I I 
-I 

11117 11 I I IJ 
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya hitungan Wa/lb Pajak) dllsi bert!asarkan Pent; 

bj k Pajak (NPOP) 
Nilal Perolehan O e . (NPOPTKP) 
Nilai Perolehan Objek PaJa . k Tldak Kena PaJak 

. . k Kena Pajak ( NPOPKP) . angko 1 ongko 2 
Nilai Perolehan ObJek PaJa harusnya terutang 

h dan Bangunan yang se ~ 50% x ongko 4 Bea Perolehan Hak atas Tana b ·an Hak Pengelolaan' I 
· t/Pem eri 

S%xangko3 

Warls/Hibah was,a 

I 
Do/om Rupiah 

1 ► 
2 ► 
3 ► 
4 ► 
5 ► 

I 6 ► 
Pengenaan 50% karena ng terutang 

h dan Bangunan ya mval) I -~B~e~aP~er'..:o~le:h~a::_nH:a::_k_:a:ta:.=,s_T_a_na ___ -:-,~~ . -X" pada kotak yang 

I- . {beri tanda s1/ang 
D. Jumlah Setoran Berdasarkan j"b Paj~k 

0 a. Pengh;tungan W,o "' P,ratoran WaUkola Nomoc, 
r--, b STPD / SKPDKB / SKPDKBT *) . . . [I] % Berdasar 

L___J · d. · men1ad

1 

• :======:=::::.:___=======-:1 r--, dihitung sen '" .......................... _:===···=----------=====/-'-...J C Pong,rangan .......................... - . 

0 d. ................................................ {dongan h,nriJ ' =--=-=-==::=========-=-=-=-=-=-=-=-=--=77 
S=oR {dengan Angka) , I _ . . .. - . 

lUMLAH YANG Ol "' J I.-. . =~======r=====.~ tg~l: ... ~···~···~···~··~···:···;···:···:·.1 r;p r BAYARAN ........ WAJIB PAJAK/ PENYETOR l". ~ ,TEMPATPEM . · 
OJTERIMA OL~~ . . ...................... . 

Tanggai.: .. : ............................ . 
~-----=-=-~;:::;:;;:;~--

MENGETAHUI : R 
- · · NTO 

PPAT/NOTARIS/KEPALA KA *) 
LELANG/PEJABAT LELANG 

I ~n 
----- Tanda Tang;;--~ ~ Nama Lengkap, Stempel dan 



" .IHTAH 
pfMER G 

MAGEi.AN 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
Lembar 4 

Untuk 

KOfA -....L---:-:=:-.:-~~~~~;~:~;;,~-=:---_ _______ _ 
DINAS PENDAPATAN DAN PENGElOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG 

I 
h Petun}uk Penglslan pado hoJamon ~lokong kmbo, In/ terleblh dahulu. 

TJAN·Bacaa 

pERHA ~am, Wajlb P•J•k ' ·······--···················-·········· ······················································································ 

Berfungsi juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan 

fungsi 
Pelayanan dan 
Pengolah Data 

DPPKD 

•. 1. .. • ···•·····•· ·······················-··········•• .. ·················•• ····························•·· • ...•... 

Alamat Wajib Pajak 2. 

Kelurahan/Desa 3. ·····•····•··············•··················· 
6. Kabupaten/Kota 

••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. RT/RW : ............ 5. 

7. 

Kecamatan 

Kode Pos 

8. 1. 

2. 

3. 

NOP PBB 

Letak Objek Pajak 

Kelurahan 

, [D [I] 0::0 L I I I I I I I I I _ _I___I_ I □ 
··········• ...................................... ,......................................... . 

Kecamatan 5. 

Peng h ·tungan NJOP PBS 

uraian 

····················• ................... . 
• • • • •onooo oo oo ooo ooooooaooooo,00 0000 , 

Luas 

4. RT/RW 

6. Kota 

NJOP P88/M! 

....................................... . .. 

( dl/s/ luos tonoh don/atau bangunan 
yang haknya dlperoleh) 

{diisl berdasarkan SPPT PBS tahun 
terjodinyo perolehon ho/(/tohun •..... ) 

Luas X NJOP PBB/M' 

Tanah (bumi) 7. M' 9. Rp. 11. Rp. 

Bangunan 8. M' 10. Rp. 12. Rp. qal, ...... 10 

NJOP PBB : 13. Rp. 

14. 

15. 

16. 

Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Harga Transaksi I Nllai Pasar 

Nomor Sertiflkat Tanah 

ITJ~--- I 
I 'i I I I I I I I I I I I I I I I I 

C. hitungon Wajlb Pajak} di" I berdosarkan Peng PENGHITUNGAN BPHTB (honya ,s 

. k Pajak (NPOP) 
Nilai Perolehan ObJe . k (NPOPTKP) 

k Tidak Kena Pa1a Nilai Perolehan Objek Paja KP) 

. k Kena Pajak ( NPOP ongka l - ongka 1 
Nilai Perolehan Objek PaJa seharusnya terutang 

d n Bangunan yang 50% x ongko 4 Bea Perolehan Hak atas Tanah a . mberian Hak Pengelolaan 
Waris/Hibah Was1atf Pe 

S1'xangka3 

Pengenaan 50% karena n ang terutang 

nah dan Banguna y n sesuai) Bea Perolehan Hak atas Ta - 'X' pada kotak ya g I-~'.:'.:.:.:'..=.:.::.:...:.:..:.______ .. (berl tanda s/lang 

Do/am Rupiah 

1 ► 
2 ► 

3 ► 

4 ► 

s ► 
6 ► 

k n . D. Jumlah Setoran Berdasar a W .
1
b Pajak 

CJ a Penghltungan aJ Berdasarkan Peraturat\ WalikQ(a ~ : 

CJ .: STPO / SKPDKB / SKPD::;;~ moojad; ' m : ................. -••·-····· -••·• .. ·--·• 
Q c. Pengurangan d,hitung ................................. •-==~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====::::::::::~~~:,...~ . I CJ d. ··········································•· l . 

an Angka): JUMlAJi YANG D~ETOR (d,ng J 
5. 

MENGETAHUI : NTOR 
PPAT/NOTARIS/KEPALA ~G•) 

LELANG/PEJABAT LELA 

----":.'::'.~---":"--::-:-:::~;;;,ranc Nama lengkap, Stempel dan T 

Pt.MSA "1 .o.ii>-"' 
IT .•••.••••.••• --

Tangg1I: ···•··••········ ... 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 
-r-------------------------------T----I 

Lembar 5 

Untuk Bank/ BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
Berfungsi juga sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta 

,...,.,NTAH Surat Pembe, .. huan ObJek Pajak (SPOPJ Pajak e.m; dan Bang,nan . .• -· __ . •... · ·· 
(1TAMAGEJ,AHG l . -- ----- --------~ DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOIAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGEIANG ·· 

-;".!_l~h~~Petu~~nj~u~k~P!en~g~Js~l~an~po~d~a~h~a~/a~m~a~n~be~l~ak~a~n~g/e~m~ba~r~ln~l~te~rle~~bl~h!!_da~h~u~lu.~-------------- -

Bendahara Penerlmaan 
Sebagal Arslp 

r,AN:Ba~ a 

~ Wajlb Pajak ' ··················-·····-················• ...................... _ .......................................................... .. 

A- 1. Ala mat Wajib Pajak : ............................................................................................................... . ... : 

············· .......... . 
2. /D : 4. RT/RW . ............ 5. Kecamatan Kei,,ahan "' ............................................ ' .......................... .. 

v~~~~~~---:_=~====~===:-~==::-:~~7=·=~1(~od~~ePo=s~~~r1___ I 
~abupaten/Kota ............................................ . 

~-OPP•• , rn rn CTIJ [ 1 1 J r 1 1 1 .. r-r~ . .... i ... __ ! · ..... ! · ___ I 1 □ 
3. 

2. Letak Objek Pajak : ........................................................................... . 

4. RT/RW 
3. Kelurahan 

• • •••••••noooo ooooooo oou,,,,,,,,,u,, ,,, , ,,,, 

: ············ Kecamatan 

S-~~;~~~~~--:::------r--~;;;;;---7----:::::::-:-- I 

Penghitungan NJOP PBB 

NJOP PBB/M
1 

Luas X NJOP P88/M1 

1 
Luas 

(difsl ~rdasarkan SPPT PBS tahun 
t~rjodlnya peroJ~han hak/tahun ...... } 

··········································· Ii. Kota 
: ············•······ .. ·················· . .... . 

Uralan 
( d/1s/ /uas tanah dan/atau bangunan 

)'Ong halmya dlperoleh} 

Tanah (bumi) 7. M2 9. Rp. 11. Rp. 
I 

Bangunan 8. M2 10. Rp. 12. Rp. 

NJOP PBB : 13. Rp. 

14. 

15. 

16. 

Jenrs Pero e • I han Hak atas Tanah dan/atau Ban,unan 

Harga Transaksi / Nilai Pasar 

Nomor Sertiflkat Tanah 

: [D 
: I Rp. 

= I I I I I I I 
PENGHITUNGAN BPHTB (hanya C. p hltungan Wajlb Pajak} d/1s/ berdasarlcan tng 

k p ·ak (NPOP) Nllai Perolehan Obje aJ PTKP) 

. k Tidak Kena Pajak (NPO Nllai Perolehan Objek PaJa 

. k Kena Pajak ( NPOPKP) 5% x angka 3 Nilai Perolehan Objek PaJa harusnya terutang 

dan Bangunan yang se 50!16 x ongka 4 Bea Perolehan Hak atas Tanah b . n Hak Pengelolaan· 
. t/Pem ena 

ongka 1-angka 2 

Waris/Hibah was1a Pengenaan 50% karena terutang 

h dan Bangunan yang - suai) Bea Perolehan Hak atas Tana . -x· pada katak yang K 

• (btri tanda s,lang 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

ArcUl•ArcUlll 

ArcU ll ♦ N'CM ll 

j J 

I 
1 1 1 1 l I I I I I I 

► 
► 

► 

► 
► 
► 

Do/am Rupiah 

k n · D. Jumlah Setoran Berdasar a p 'ak 

CJ a. Peng
hltungan Wajlb aJ Walikota Nomor: 

rkan Peraturan 
K

BT •) OJ " Berdasa .••..... • ...... . 

CJ b. STPD / SKPDKB / SKPD . . . 

CJ d'hitung sendiri menJad1 . ······•--"""""'"'"' ......... .. 

c. Pengurangan 

1 

......................... -===---------======./// 1-
--'.::[::::]:_d_. _ .... _ .... _ ... _ .... -=--: .. ··-::··--=·•--=""="'~""n'a·"1ca .... ) .. :... (dengan huruf} : ::-::=-_::=~==-~:=;:=~~:=~~==;~~;~~;;~;:~i·;=t:=l R (dengan Angka} ' C .. • ·· · · · .. / JUMLAH YANG OISETO J /..,..... , ... ···· 

G,. L . TEMPAT P<MBAY•RA• w.,,. p;,~~'i"P;~vuo;··----· 
MAOLEH · · ... 

Tanaai:~~~: ....... : .. ::. ................................. . 
L._-----:-:-;:;;;~~--~·1 
I - MENGETAHUI : OR 

- · KANT PPAT/NOTARIS/KEPALA •) 
LELANG/PEJABAT LELANG 

--~N~a::m:"a ';":le:::n::'igka::;p ';i;da;;;n~T:;,an;di;aTT;;a'3:~an~~ J -d--::T;"'an::dbaT:Ta~n~ga~n= _ _J_ ~~~=:..::....::------
1 ~~ .........__ TandaTangan-= ~ ~ - Nama Lengkap, Stempel dan_ 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
Lembar 6 

Untuk Bank/ 
lendaharaP-rfmaan Be<fung,; juga seba.,1 Sura, Pt<nberitahuan Pajak Daerah (SPTPDJ serta 

,.,,;,-::,. Sur.rt Pemberitohuan Objek Pa~k (SPOP) Pa~k Bum; dan Bangunan 

(JfAMAG ~1---::-::-::::-:::-:::::-::::-:::::~~;;;~:.:~=~::;;~:-:~~~~~----
< DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOlAAN kEUANGAN DAERAH kOTA MAGEIANG 

~la~h'_!P~e~tu~n~iu~k~P~e~n!glsl~a~npa~d~a~h~a~la~m~a~n~befa~k~an~g~/e~m~ba~r l~nf~te~rle~bl~h!!'_da~h~u~Ju:_. --------------· 
HATIAN: Bae:!_ 

p[R Noma WaJlb Pajak ' ··········•··- -··············--····-·····-····•·················••-. ••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•. 

(Mbepl lapc,n,n ) 

1. 

A, Alamat Wajib Pajak 2, 
···············• ...................................................................................................................... . 

8. 

C. 

Kelurahan/Desa 

Kabupaten/Kota 
········• ......... , ................. , ...... .. 

······•····•································· 
4. RT/RW : ............ 5. Kecamatan 

1. 

2. 

3. 

NOP PBB 

Letak Objek Pajak 

Kelurahan 

'[D [I] DI] ITIJ LI I I I I 1 . . L I □ ············• .. ,................. ................................................................... .. 

7. Kode Pos 

Kecamatan s. 
·············• ............................ , ... . 

············································· 
4. RT/RW 

6. Kota 
Penghitungan NJOP P3B ........................................ ········ 

Uralan 

Tanah (bumi) 

Bangunan 

Luas 

( dlis/ luos tor.oh don/atou bongunan 

yang hoknyo dl~ralt:h} 

NJ0P PBB/M' 

(dlls/ berdasarkan SPPT PBS tahun 
tt:r/ad/nya pt:rolehan hak/tahun •..•.• ) 

7. M2 9. Rp. 

8. M• 10. Rp. 

11. Rp. 

12. Rp. 

NJOP PBB : 13. Rp. 

Luas X NJOP PBB/M' 

Ancbl•At'lb10 

-11•-U 

14. 

15. 

Jems Pero e • I han Hak atas Tanah dan/atau Ban$unan 

Harga Transaksi I Nila! Pasar 
[I]~--- I 

I '; I I I I I I I I I I I I I I I I Namer Sertlflkat Tanah 16. 

PENGHITUNGAN BPHTB (honyadls hltungan Wajlb Pajak/ I I bt:rdosorlcan Peng 

. k p ·ak (NPOP) Nilai Perolehan ObJe aJ . P0PTKP) 

. k Tidak Kena PaJak (N Nilai Perolehan Objek PaJa 

1 

2 

angka 1-ongko 2 3 

► 
► 

► 

Do/am Rupiah 

Kena Pajak ( NPOPKP) 5% x ongka 3 Nllal Perolehan Objek Pajak seharusnya terutang 

h dan Bangunan yang 50% x angka 4 

Bea Perolehan Hak atas Tana mberlan Hak Pen=~el~ol~aa=n~===--_j~6_J►:_ __________ -· I /Hlbah Waslat/Pe Pengenaan SO% karena War 5 g terutang 

4 

5 

► 

► 

h dan Bangunan yan ses11<1I/ Bea Perolehan Hak atas Tana . -x· poda kotak yang 

• {berl tanda s1/ang k n · D. Jumiah Setoran Berdasar a .
1
b Pajak r · CJ a. 

Penghltungan WaJ n Walikota Nomo . 

BT •) Berdasarkan Peratura 

CJ b. STPD / SKPDKB.:SK:DK,. ... ,; m,,,;,a; ' .. ~ .. ~............................ ::: .. ·:::· .. :::··:::·":···:::···:::· =~-·· ________ _ CJ c Pengu,ang,n do ,w ··········;·· / 

CJ d. ··· ············ ····~·::;-;· · ···· (dtoB'" ............... .... _...,_ ........ ·=· =======:....: / JUMLAH YANG OISETOR (denga J 
G: _______ _ 

MENGETAlilJI : OR 
PPAT/NOTARIS/KEPALA KA~) 

LELANG/PEJABAT LELANG 

......._____ da Tangan Narna lengkap, Stempel dan Tan 

- . ····················--·· Tanggal : .... ~•·•" ·"·· 

tgl ........................... . 
·········wAJIB PAJAK/ PENYETOR 

Nama lengkap dan Tanda Tangan 



.e_ETUNJUk PENGISIAN SSPO -
· · t di · d · PHTB Formulir SSPD rm er rr arr 6 (enam) Lembar, lemb -

L mbar 3 untuk Kantor Pertanahan Kota Ma 
I 

ar l untuk Wai'ib P . k 
e k/B d h ge ang· le ba aia sebagal 8 kt 

untuk Arsip Ban en a ara Penerimaan; Lernbar 6 m r 4 u11tuk Fungsi Pela a u l Pembayaran; lembar 2 untuk PPAT; 

dan pelaporan OPPKO. untuk laporan Bank/Be V nan dan Pengolah Data DPPKD; Lembar 5 
· d h f ndahara Pe · Jsilah SSPD Im engan uru cetak kapital atau dik . nenmaan kepada Fungsi Pembukuan 

Gunakan 1 (satu) SSPO untuk setiap setoran d et~k. 
· d t · d' an set,ap ieni 

Formulir Im apa Juga rgunakan untuk pe b s !lerolehan hak atas ta h 
enghitungan Wajib Pajak. rn ayaran atas suatu pember"a dan/atau bangunan. 

p ulan atau pengungkapan ketidakbenaran 

~: 

HURUFA 

HURUF 8 

HURUF e 

oils! dengan data Wajib Pajak. 
Angka 1 s/d angka 7 cukup Jelas. 

011s1 dengan data dan jenls perolehan hak ata ta h 
Angka 1 Diisl dengan Nomor Objek Pajak (NOP; na dan atau bangunan 
Angka 2 s.d angka 6 Diisl dengan letak t.inah J;ng tercantum dalam SPPT PBB aw ta h 
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan label untuk n/~tau bangunan vang haknya diperol: ~ atau bangunan vang bersangkutan. 

Pada k I peng ltungan NlOP PBB ata . 
o om angka 9 dan 10 agar dlsebutQn T h s tanah dan/atau bangunan yang haknya dlperoleh 

Dalam hal NJOP PBB belum dltet..pkan /bel a un SPPT PBB saat terjadlnva perolehan 
Keteranpn NJOP PBS v.ins diterbitkan ole um ada SPPT PBB angka 9 dan anaka 10 dlisl berdasarbn surat 

Angka 14 011s1 dengan kode jenis perolehan hak aais ta h h ICepala KPP P~tama Maselang 
na dan bangunan sebagal berikut· 

Jenls Perolehan Kode Jeni. Perolehan Hok 
H•k Kode 

-Pemlndahan H•k 
link Perolehan H•k Kode 

• Pemasuun dolam pe,,,.ro;,n /bodon -Ju•I Beli 01 hukum lainnyo • Ptmekon,nU .. ha 12 
-Tukar Menuur 02 • Pemisahin 11,k 06 • Hadioh v•na mercaklbatkan 13 
-Hlbah 03 perallhan • Perolehan hak Rum•h Sederhon, Sehat don RSS 
• Hlboh wasi.t 04 • Penun)uun pembert dolam lel•nc 

07 m,lilui KPR bersub11dl ') 14 
.w.,u OS • Pebkunaan Plll=n hakim 

08 • Pemberlan hak boN 
vane 09 • Pembellon hak bo1V S4!ba,•1 ulonj""'n pelepo,.n 

15 
mempunyol kekuoun hukum teup 

• Penggabunc•n u .. ha hak 16 
• Peleb'uran usaha 10 ·Ptmberlanhakboru$iulrpelePffOnha1 17 11 

') D•l•m h•f Perolehan H•k Rumah Sedem.na $that (Rs. Sehat/RSH) S4!bo&•im•no dlilur 
No. 24/KPTS/M/2003 tenting pengocu•n peNmohan don pemuldm, de du dolom keput=n Mtntert Ptmuklm•n don Pr1s,n,n• WU.y•h 
Keputusan Menteri Pemuklman cun Prasaran• Wilayoh No. 20/KFTS/M;OO#, "::" ~npn fa,li ta, Subilcll P,rum1han S4!bopimona ttfoh diub•h denpn 
Bersubsldl (KPR bersubsidl) yang pemboncunannya mencocu do "rumo Susun Sederhlno r•nc dolikuun melalui Kr•d~ Ptmilihn Rumoh 
Pemb.inaunan Rum•h Susun. po peritur1n Mtnttrt Ptk•rji•n Umum HO. 60/Plrr/1992 tenu111 per,yan,un Tekftls 

Angka 15 D!lsi dengan harga transaksl yang terjadi/harga ~nsaksl yang tertantum dalam Rlsalah Lelang/nllai pasu objek tersebut. 
Angka 16 01ls1 dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan. 

flllsl dengan akumulasl alas nllal-nllal perolehan hak yang pernah dlperoteh sebelumnya. Untuk mendukung angka lnl, dapat dlgunakan 
lembar tambahan untuk menunJukkan detail perhltungan. 
Oilsl dengan penghltungan Bea Perolehan alas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP. 
Dalam hal SSPD BPHTB dlgunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagalmana huruf D.b atau berdasarbn huruf 
O.d, huruf C tidak perlu dilsl 
Angka 1 Nilal Perolehan Objek Pajak (NPOP) dllsl dengan harga ~nsaksl / nllal pam objek pajak sebagalmana huruf 8 angka 1S. 

Angka 2 

Angka 3 

Angka 4 
Angka S 

Angka 6 

Namun, dalam hal NPOP tersebut tldak dlketahul atau leblh rendah darl NJOP PBB maka NPOP dll~ dengan NJOP PBB 
sebagalmana huruf 8 angka 13. Oalam hal WP yang bersangkutan pernah mener1ma pe~llhan hak, maka angtca NPOP Inf 
harus mempertlmbangkan akumulasl lnl, jlka akumulasl sebelumnya belum pernah dlkenal BPtfTB maka NPOP dlhltung 
sebagal penjumlahan dengan akumulasl lnl. 
011s1 sesual dengan besarnya NPOPTKP untuk Kota Magelang. 
(informasi mengenai besamya NPOPTKP dapat dlperoleh melalul DPPKO Kota Magelang) 

CukupJelas 
Oiisl dengan hasll perkallan antara NPOPKP (angka 3) dengan tarlf pajak sebesar 5" (sesual Pasal .... Perda No .... Tahun ...... ) 
011st dengan hasil perkallan antara BPHTB yang seharusnya terutang (angka 4) dengan besaran pengurangan sebesar SO " 

(sesual Peraturan Wallkota Nomor .......... Tahun •······ .......... ) 
Cukup Jelas. 

H · · · d orang WP melakukan setoran pajak 
URUF D 011s1 dengan member! tanda •x• pada kotak yang sesual denpn asar se 

Huruf a. Jika setoran akan dllakukan sebagalmana hurufl~un n di huruf C, tetapl menuunakan STPD / SKPDKB / SKPDKBT 
Huruf b. Jlka sctoran dllakukan tJ,jak menggunakan perh p tka ngurang;in dari JumLah yang seharusnya ad;i di huruf C. Dllsl 
Hunn c. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapa n pe 

dengan prosentase sesual dengan keten~uan yang behrtu:: b, dan huruf ,, sepertl setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK 
Huruf d. Jlka terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, babka Jumlah pajak yang harus dlbayar berbeda dengan yang tertera 

Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menve " 

di HURUFC. 
•• F C'4 dan pUlhan pada HURUF D. 
""GIAN JUMLAH PAJAK YANG ·01SETOR dllsl memperhatikan HURU · 

• Jlka 0-a dlplllh, maka jumlah setoran menuunakan [)-4. takan di D-b 
• Jlka D-b dlplllh maka Jumlah setoran sejumlah nllal yang dlnya •· gan prosentaSe yang dlnyatakan di D< 
• ' kan D-4 dlkallkan ...,n 

Jlka D-c dlpllih, maka Jumlah setoran mengguna di ukan di o-d 
• Jlka D-d dlpllih, maka Jumlah setoran sejumlah nllal yang nya 



Oitetapkan di Magelang 
padata ggal 

A MAGELANG 

ITO 

PEJABAT PARA 

1. SEl<DJ\ 

/ 2:._'.:A. OINAS 

/ .; , .~ !;XR;.c!11R1S 



but dlisl dengan angka (dalam kotak) dan huruf (~~ illlll 
toran terse an Ying dlarslr). 

,olah se h I BPHTB yang seharusnya terutang nlhll (nol) maQ WP 

J• ,,... ' . 
0 

JUMIAH 5'TORAN. S,,D a,HJB ""'" ~-. •• w, ... , ~ ... ., SS0o IPKn ..,.., ~---.. ....,,,.. .. •••,e ,....., ,,.,. 7:.,.. .. , '°'=-~, ........... iw,, ....... ~.;'..,~• .. ,,~-~-.... ..,.., .... ....,,, """" 
,nenan a '"""•....i Penenrn~n). 

Ditetapkan di Magelang 
pada ta gal 

A MAGELANG, 



lAMPIRAN II 
PERATURAN WAUKOTA MAGELANG 
NOMOR 
TAHUN 

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pembayaran BPHTB oleh en · 
P enma hak tanah dan/atau bangunan merupakan 

proses pembayaran yang dilakukan w ··b · 
aJt PaJak atas Pajak yang terutang ke Bendahara 

Penerimatfn DPPKD Kata Magelang. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang membantu dan menyiapkan SSPD sebagai dasar bagi Wajib 

Pajak dalam membayar BPHTB yang terutang dan membantu melakukan 

perhitungannya. 

3. Bendahara Penerimaan 

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB yang terutang dari Wajib 

Pajak. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang untuk: 

menerima pembayaran BPHTB yang terutang dari Wajib Pajak; 

memeriksa kelengkapan pengisian SSPD; 

mengembalikan SSPD yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang; 

d . SSPD yang telah lengkap pengisiannya; dan menan atangani 

. SSPD lembar 5 dan lembar 6. mengars1p 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

langkah 1: 

. k enerima SSPD yang telah diisi. SSPD a Wajib PaJak a an m 
Berdasarkan prosedur sebelumny ' k tuk melakukan pembayaran atau 

. d' guna an un "b PaJak ,per 
merupakan surat yang oleh WaJi rimaan DPPKD dan sekaligus untuk 

ke Bendahara Pene 
penyetoran BPHTB yang terutang I t u bangunan. 

k atas tanah dan a a 
melaporkan data perolehan ha 

Sebelum digunakan dalam proses 

SSPO tersebut. 

"b Pajak dan PPAT menandatangani 
pembayaran, WaJ1 



Langkah 2: 

Wajib Pajak menyerahkan SSPD ke d 
Pa a Bendahara Pene • 

bersamaan Wajib PaJ'ak k . nmaan DPPKD. Pada saat yang 
, emud1an memba a 

Penerimaan DPPKD. y rkan BPHTB yang terutang ke Bendahara 

Langkah 3: 

Bendahara Penerimaan menerima SSPO d 
an uang pembayaran BPHTB yang terutang dari 

Wajib Pajak. Bendahara Penerimaan ke d. . 
mu 1an memenksa kelengkapan pengisian SSPD 

dan kesesuaian besaran nilai BPHTB yang t 

diterima dari Wajib Pajak. 
erutang dengan uang pembayaran yang 

Langkah 4: 

Bendahara Penerimaan menandatangani SSPO. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan 

lembar 1,2,3,4 dikembalikan ke Wajib Pajak. 

Langkah 5: 

Wajib Pajak menerima SSPD lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak 

kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD ke Fungsi 

Pelayanan dan Pengolah Data di DPPKD. 

Langkah 6: 

Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan penerimaan 

Pajak ke Kas Daerah dengan mempergunakan Surat Tanda Setoran (STS). 



o. BAGAN ALUR 

Oar1 Prosedur 1, Wajib 
P-1•k menerlm1 SSPD 

dlr1PPAT 

l 

J 
8endahara P.ne:lma.,n 

mtnyerahkan SSPO lemti.r 1, 
2.3 don 4 '1'1\8 telah 

ditandotanaanl kepoda W.Jlb 
pojak 

l 
W•Jlb Pajak 

mtnerima SSPO 
lembar 1,2,3 don 4 

don Bank 

8endahara 
P1nerim11n 
cnenerima 

Pemti.yaran 8PKT8 
don 

mtna nc1a tanga n1 
SSPO 

l 
1 

8endahara Pener1mun 
m•nauslp: 

a. SSPO lembar S 

b. SSPO lembu 6 "'"' selanjutny., dlgunakan 

L 
pad, prose, pelapo~n 

• 8endaha~ 
Penerima~n 

m•nyetonkan uana 
pener1man P•J•k ke 

KuDaerah 

TAMAGELANG 

ITO 

PEJAB.AT PARAF 

1. SEKOA 

2. KA. DINAS 

3. SEKRETARIS 

4. KA. BID 

S. KA. SIE I 
KA. SUB. BAG 



D, BAGAN ALUR 

Dari Prosedur 1, Wajib 
Pajak menerlm,i SSPO 

dariPPAT 

Sendahara Ptnerirnun 
...,,.,.r-.hun SSPO ltmbar l , 

2.3 don 4 'fil"l ttlah 
~ndat>rc>nl k•podo Vlajib 

P>iak 

Vlajib Pajak 

menerim1 SSPO 
ltmbar 1,2,3 don 4 

dlrl Bank 

Sendohara 
Penerimun 
rnenertma 

Ptmbay;oran 8PHT9 
don 

monanduancanJ 
SSPO 

l!endahara Penerimaan 
mencarslp : 

•· SSPO ltmbor S 

b. SSPO lembor 6 'fil"II 
selanjutnya digunakan 
pacla pro,n pelaporan 

Penerimnn 
meny<1oraka n uanc 
peneriman Pajak ke 

KasO .. rah 

SIGIT WIDYONINDITO 



,. 

lAMPtRAN Ill 

PERATURAN WAUKOTA MAGELANG 
NOMOR 
TAHUN 

PROSEDUR PENEUTIAN SSPD 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur penelitian SSPD merupakan PrOSes verjfikas; kelengkapan dokumen dan 

kebenaran data terkait objek Pajak yang tercantum dalam SSPD. 

Prosedur ini diiakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB yang terutang 

dengan mempergunakan SSPD ke Bendahara Penerimaan DPPKD. 

Pene/itian SSPD dilakukan oleh Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data di DPPKD. Jika 

semua kelengkapan dan kesesuaian data objek BPHTB terpenuhi maka Kepala DPPKD atau 

Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD dapat menandatangani Surat Keterangan 
Penelitian SSPD. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan 

dan Pengolah Data pada DPPKD atas SSPD yang telah dibayarkan. 

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

Merupakan p1hak yang memen s . 'k a kebenaran informasi terkait objek Pajak yang 

tercantum dalam SSPD. ungS, F . Pelayanan dan Pengolah Data berwenang dan bertugas 

untuk: d kebenaran data terkait objek BPHTB yang memeriksa kelengkapan dokumen an 

t d Jam SSPD· dan . . 
tercan um a ' 

1 
DPPKD atau Pejabat yang d1tun1uk . 'k . SSPD kepada Kepa a melaporkan hasil vent, as, 

oleh Kepala DPPl<D. 

. b t yang ditunjuk 
3. Kepala DPPKD atau PeJa a . 

5 
t Keterangan Penelitian SSPD 

nang menandatangarn ura 
Merupakan pihak yang berwe . I nan dan Pengolah Data . 

. 'k si oleh Fungs1 Pe aya atas SSPD yang telah divenf, a 

C. lANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

langkah 1 : d kung yang dibutuhkan untuk 
. apkan dokumen pen u W .. . hak meny, aJ1b Pajak selaku penenma . . . 

terdtrr atas. 
Penelitian SSPD . Dokumen pendukung . ndahara Penerimaan; 

. ·maandanBe • penen - SSPo yang tertera register 



Fotocopi SPPT PBB Tahun b 
erkenaan atau Sur 

belum diterbitkan. at Keterangan NJOP dalam hal SPPT PBB 

Fotocopi Surat Tanda Te( 
ima Setoran Pa·ak . 

ATM Pembayaran PBB tah b J Bum, dan Bangunan (STTS PBB)/Struk 
un erkenaan. 

Fotokopi identitas Wajib p . k 
aJa (dapat beru 

Mengemudif Paspor); pa Kartu Tanda Penduduk/ Surat lzin 

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (d 
1 

• 
a am hal d1kuasakan)· 

Fotokopi Kartu Keluarga atau 
5 

' 

urat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris. 

Fotokopi identitas Kuasa Wajib PaJ·ak (d 
1 

• 
a am hal d1kuasakan); 

Dokumen pendukung lain yang diperl k 
u an. 

Wajib Pajak mengambil dan mengis· F 1· 1 
ormu 1r Permohonan Penelitian SSPD di Fungsi 

Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD w ··b · . 
· a11 PaJak kemud,an menyerahkan Formulir 

Permohonan Penelitian SSPD, SSPD (lembar 4) dan dok d k k d F · 
, urnen pen u ung epa a ungs, 

Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD. 

Langkah 2: 

Fungsi Pelayanan dan Pengo!ah Data DPPKD menerima Formulir Permohonan Penelitian 

SSPD, SSPD (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dan mengarsip 

Permohonan Penelitian SSPD pada Buku Register Pengajuan Permohonan Penelitian SSPD 

sesuai Nomor Urut dalam Buku Register dan Tanggal Pengajuan Permohonan Penelitian 

SSPD. 

Langkah 3 : 

F · p I d p golah Data kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum ungs, e ayanan an en 

dalam SSPD dan dokumen pendukung SSPD berdasarkan data-data objek BPHTB. Dalam 

kond1s1 tertentu, Fungs, Pelayanan an en . . . d p golah Data berhak melakukan penelitian lapangan 

•• 1 Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara ru · 

akan diatur tersendiri. 

Langkah 4: 

. . k BPHTB dalam SSPD dan kelengkapan dokumen 
Setelah semua kebenaran informas, obJe h Data mengajukan SSPD yang 

. Pelayanan dan Pengola 
Pendukung terpenuhi, maka Fungs, d Kepala DPPKD atau Pejabat 

n Penelitian SSPD kepa a 
telah diverifikasi dan Surat Keteranga Surat Keterangan Penelitian SSPD. 

. . untuk penandatanganan 
Yang d1tunJuk oleh Kepala DPPKD . PD (lembar 4) sebagai dokumentasi. 

Data mengars1p 55 
Fungsi Pelayanan dan Pengolah SSPD (lembar 1, 2, dan 3) dan Surat 

lalu menyerahkan Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

K d Wajib Pajak. eterangan Penelitian SSPD kepa a 



o. 

1.angkah 5 : 

Wajib Pajak menerima SSPD yang tel ah diverifikasi (lembar 1, 2, dan 3) dan Surat Keterangan 

penelitian SSPD dari Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD. 

BAGAN ALUR 

1 ... 'lb Pajak mengambll dan 
Waj . 1 Formullr Permohonan 

mensis Penelitian SSPO 
Wajlb Pajak menyerahkan Formulir yang 

telah dilsl don dokumen pendukunrnya ke 
Fungsi Pelayan,n dan Pengolah O.ta 

DPPKO 

!. 
Fungsl Pelayanan & Pengolah O.ta 

mencatat pengajuan dr WaJlb Pajak dalam 
Buku Roglsttr dan memberlkan tanda 
t.!rlma pengajuan kepada Wajlb Pajak 

Fungsl Pelayanan & Pengolah Data meneliti 
SSPO yang dlajukan oleh Wajlb Pajak sesua, 
dengan prosedur dan tata cara penelitian 

[. 

Fungsl Pelayanan & Pengolah 
Datamembuat laporan hasll penolltian atas 

SSPD yang telah ditelitl 

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data 
meniajukan Surat Keteranun Ha<1I 

Penelltian kepada Kepala OPPKO atau 
Pejabat ','anB dltunjuk oleh Kepala OPPKO 

r 
Kepala OPPKO atau Pejabat yang Oitunj~k 
menandatangani Surat Keterangan Has,I 

Pentlldan SSPD 

' Fungsl Pelayanan & Pengola:n ~:11 
hkan SUrat Keterang 

menyel ~an SSPD kepada Wajib Pajak Pene h.,a 

r 
. Surat Keterangan 

' Wajlb Pajak m•~•":o sun.> pro5ti 
Hasil P~1uan 

selanjutnya 

. 



at Blangko Formulir Permohonan P . . 
form eneht1a11 SSPo 

FORMUUR PERMOHQ 
NAN PENEUTIAN SSPD BPHTB 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

perihal : Penyampaian SSPD untuk ditellli 

Kepada Yth. 

Kepaf a Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kota Magelang 
di-

MAGELANG 

oengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Wajib Pajak(1) 
. ··················· ········································· ··········· 

Alamat(2) 
. ····················· ···················································· 

···················································· 

Bersama ini menyampaikan SSPD untuk diteliti atas perolehan hak atas tan h d / t b 
· b ·k t a an a au angunan sebaga1 en u : 

Nomor Objek Pajak(3) 

Letak Objek Pajak(4) 

Kelurahan(s) 

Kecamatan(s) 

.___.___.I OJ ___ [ .__I .___,I CD ..._! .__..__,I I I I I I □ 
···················································································· 

······················································································· 
····················································· 
Magelang Utara/Magelang Tengah/Magelang Selatan* 
Kota Magelang 

Terlampir dokumen sebagai berikut : (7) 

l. SSPD yang tel ah tertera Register Pene.rimc:ian dari 8endahara Penerimaan 
2. Fotokopi SPPT PBB Tahun ............ ./Surat Keterangan NJOP*) 
3. Fotokopi SITS PBB /Struk A TM Bukti Pembayaran PBB*) Tahun ······· 
4. Fotokopi KTP/SIM/Pasport*) 
5. Surat Kuasa bermeterai 6.000 dari Wajib Pajak**) 

6. ············· ··· ···· ···························································· ........ . 

7. ···················· ····································································· 

Demikian untuk dapat dilakukan penelitian SSPD. 

~eterangan : 

-~ caret yang tidak perlu 
) dalam hal dikuasakan 

Magelang, (8) .. • * 
Wajib Pajak/ Kuasa WaJ1b PaJak 

_________ (9) 



ulir Permohonan Penelitian SSPD m 
form K erupakan formur 

.ib Pajak atau uasanya apabila dikuasakan .. •r Yang diisi dan dipergunakan oleh W•\ Formulir ini dapat diperoleh Wajib p g~•• Penehtoan SSPD vang telah dibayar oleh Wajib 
P•J• · lir Permohonan Penelitian SSPD. •Ja di DPPKD. Berikut adaiah Petunjuk Pengisian ~mu • 

(1) Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak sesuai Tanda Pengenal 

(Z) Diisi Ala mat Wajib Pajak sesuai Tanda Pengenal 

D .. si Nomor Objek Pajak sesuai yang terte d 
1 (3) 

11 

i·t· SSPD ra a am SPPT PBB Tanah dan/atau Bangunan yang 
diajukan pene , ,an 

(4) Diisi Letak Objek Pajak sesuai yang tertera dalam SPPT PBB 

(S) Diisi lokasi Kelurahan dimana Objek Pajak berada 

(G) Diisi lokasi Kecamatan dimana Objek Pajak berada 

(?) Di/ampirkan syarat-syarat sebagaimana tercantum 

(B) Diisi Tanggal Pengajuan Permohonan Penelitian SSPD 

(g) Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan dan ditandatangani. 



siangko Laporan Hasil Penelitian SSPD 

LAPORAN HASIL PE 
Nornor : (11 NELITIAN SSPD BPHTB 

Tanggal : (21 

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapat d an an p 1 Kota Magelang enge olaan Keuangan Daerah 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 
NIP 
Jabatan 

Nam a 
NIP 
Jabatan 

: (3) 
: (4) ...... ············································ 

················•· .. ·················· .... ,. 
: (S) 

: (6) 

:(7) 

: (8) 

........................................ 

····················• ................... . 
........................ 0 .... , . ... . . . ..... . 

............... ·········································· 

Berdasarkan Surat Permohonan Penelitian SSPD oleh .. . 
Register Pendaftaran Penelitian SSPD Nomor WaJib PaJak yang tercatat dalam buku 

· I h w ··b · ··············(9l tanggal k pengaJuan o e a11 PaJak: ..................... (10), untu 

Nam a 

Alamat 

: (11) 

: (12) ................................................. 

Terhadap tanah dan/atau bangunan : 

NOP 
= {l3) DJ CD ~I ..._.I l___.lf TII I I 

Letak Objek : (14) ............................................................................ ........ . 

o,ou ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••ooooo 

..................................................................................... 

II..._ _.__.___.____.I □ 

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, 

dengan ini karni rnenyatakan bahwa : 
a. Data objek Pajak yang tercantum dalam SSPD :Sesuai/perlu penelitian*(1sI 
b. Nilai Pajak yang terutang yang tercantum dalam SSPD :Sesuai/belum sesuai*(16) 

c. Dokurnen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau 
Bangunan :Lengkap/belum lengkap*(11J 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, SSPD yang diajukan oleh Wajib Pajak sudah/belum• (18) 

dapat ditandatangani. 

~emikian Laporan Hasil Penelitian SSPD dibuat dengan sebenar-benarnya, mengingat sumpah 

Jabatan. 

Magelang, 

1. 

NIP. 
2. 

NIP. 



L Poran Hasil Penelitian SSPD mer 
a . . upakan L 

oata DPPKD yang d1tun1uk aleh Kepala aporan Petugas Pada Fu . 
SSPD yang telah dibayar aleh W .. b DPPKD. Laporan in• ngsi Pelayanan dan Pengolah 

a11 Pajak s b I merupakan I .. 
K ala Seksi yang ditunjuk aleh K · e elum memb aporan peneht,an atas 
ep epala DPPK uat laporan in· t d dasarkan data-data yang ada h" D meneliti . . 1, pe ugas DPPKD an 

ber ·sian Laparan Hasil Penerr ingga perhitungan Pajak peng1s1an SSPD dan kebenaran data 
pengi .. . U . . 

1 
ian SSPD: Yang terutang. Berikut adalah petunjuk (l) 0 11s1 Namar rut Peneht1an SSPD dala . 

(Z) Diisi Tanggal dalam buku induk Pener; buku Induk penelitian SSPD 
(3) Diisi Nama Lengkap Pegawai yang d.; ,a_n 55PD 

Pengalah Data , un1uk oleh Kepala DPPKD sebaga1· Fu . P I d 
ngsI e ayanan an (4) Diisi Namar lnduk Pegawai ybs 

(5) Diisi jabatan pegawai ybs 

(6) Diisi Nama lengkap Pejabat setingkat K 
b . epala SeksiJKep I S b . Kepala DPPKD se · aga, koordinator Fun . P 

I 
a a u Bag1an yang ditunjuk oleh 

(7) Diisi Namor lnduk Pegawai pejabat yanggsdi ·te ~Yanan dan Pengolah Data 
.. . . 1 un1uk 

(8) 011sI Jabatan PeJabat yang ditunjuk 

(9) Diisi Nomor Urut Pengajuan Penelitian SSPD 
(10) Diisi tanggal pengajuan penelitian SSPD 

(11) Diisi Nama Wajib Pajak yang mengajukan penelitian SSPD 
(12) Diisi ala mat lengkap Wajib pajak yang menga

1
·ukan P i·t· 

.. . . . ene 1 Ian SSPD (13) D11s1 Nomar ObJek PaJak sesuai SPPT PBB 

(14) Diisi lokasi Letak Objek Pajak sesuai SPPT PBB 
(15) Caret salah satu. 

Coret "sesuai" apabila memerlukan penelitian lapangan 

Caret"perlu penelitian" apabila tidak memerlukan penelitian lapangan 
(16) Caret salah satu 

Caret "sesuai" apabila perhitungan pajak yang terutang dalam SSPD belum sesuai 

Caret "belum sesuai" apabila perhitungn pajak yang terutang dalam SSPD telah sesuai 
(17) Coret salah satu 

Caret "lengkap" apabila dakumen pendukung belum lengkap 

Caret "belum lengkap" apabila dokumen pendukung telah lengkap 
(18) Caret salah satu 

Caret "sudah" apabila SSPD belum dapat ditandatangani oleh Kepala DPPKD atau Pejabat 
yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD. 

Caret "belum" apabila SSPD sudah dapat ditandatangani oleh Kepala DPPKD atau Pejabat 
yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD. 

Laporan Hasil Penelitian SSPD harus ditandatangani oleh pegawai dan pejabat yang ditunjuk oleh 
Kepala DPPKD. 



LAPORAN HASIL 
Nomor : lll PENELITIAN lAPANGAN 
Tanggal ....... ·············•· .. ··········· 

: (2) ···············•• ....................... . 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 
NIP 
Jabatan 

Nam a 
NIP 
Jabatan 

: (3) 

:: I~: -.-.·.· .·.-.·.-.:·.·_·_ ·.·.-.·.-.-.- ........... ·.·.-.-.-: ::.-:::: ........ : : : .... :::: :: ...... : ..... ·: 
... ············ ······· ....... ······· ..... . : (6) 

: (7) 
: (8) ••••••••••••••••••••••• •• •••••••·••· .... ....... . .. ....... .......... . 

······································ 

serdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendapatan d P 
N 

an engelolaan Keuangan Daerah Kota 
Magelang omor ....................... tanggal . ····························· ..... telah d1adakan penelitian lapan an 
Pad a tanggal •····· ········· ·· ··· .............. (9) atas SSPD dengan R · t p g . . . egis er endaftaran Nomor 
yang disampa1kan oleh WaJ1b Pajak : ··········· (lo) 

Nam a : (11) . ················································· 
Alamat : (12) 

····· .................. ········· .. ········ ......... . 
Terhadap tanah dan/atau bangunan : 

NOP = 1n)DJITJI I I IITJI I I II..._ _.__.._--L--11 □ 
Letak Objek : (14) ........ .... . ...... ..... ........... ... . . . ..... ... ....... . ........................... . 

. . . . . .. .. . . . .. .. .. ..... .. . .. ..... .. .. . . . .... ... .. ····· .............................. . 

····················································································· 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan dalam 

pertimbangan penelitian SSPD. 

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat sumpah jabatan. 

Magelang, 

1. 

NIP. 
2. 

NIP. 



LAMPI RAN LAPORAN HAS!L PENEUT!AN LAPANGAN 

TUJUAN PENELITIAN lAPANGAN : ..•..........••.••...... 

J. :: :::: :: ::::: ::::::::· ·:::: :::::::::::: ::::.:::: ... :.:::. :.:::::::::::::::::::::::: :: ....... ····························:··· ······· ::::: ::::::·. 
c. 

Sil PENELITIAN : ..................•....•....•..•... 

2. t :::::::::::::: :··· .. ··::::::::::::· ······· ·········· ···································::::::::::::::::::. ·····:::::::::::: ::::::: ::::::::·· 
c. ······ 

KESI M PU LAN / SARAN ...•.•.........•......••.•......... .•.......•.•......... ······ ....•.. 

3. :: ::> ::::: :: :::::::::::::: :: :: ::: ......... ··· : .......... ····· ······· ······· .. : ................. ::::::::::::::::::::::: :::: ::::: :::: 
Magelang, 

1. 

NIP. 
2. 

NIP. 



Kop DINAs 

SURAT KETERA 
NGAN PENELITIAN SSPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nam a 

NIP 

Jabatan 

. ·················· ............. .............................. 

......... ... .. ........................ . 
: Kepala Dinas Pendapata d 

t p · n an Pengelola K 
a au e1abat yang diberi ke an euangan Daerah Kota Magelang 
menandatan~ani wenangan oleh Kepala Dinas untuk 

Dengan mengingat sumpah jabatan dan atas hasil P . . 

bahwa permohonan Penelitian SSPD BPHTB ol h W ~-nbeht,_an SSPD BPHTB, dengan ini menyatakan 

Nam a 

Alamat 

-, No. Register 

Tanggal 

e a11 PaJak: 

........ ....................................... 

........ ·············· ························· 
····· ································································ 

Terhadap tanah dan/atau bangunan : 

NOP 

Letak Objek 
DJ ITJ I I I I CIJI I I J _! ~.___,I D 
.... .. ........... .. ....... ............. .. ................ ... ...... ..... ... .............. ...... .... .... .................... 

····················································································· 
............................ ····· .... ········ ....... ················ ......... ····· .. . 

Telah sesuai dan dapat dipergunakan untuk proses pengurusan peralihan hak selanjutnya. 

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

~ : dikirim kepada Yth. 
· Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang, 2· PPAT 

3. A . ' rs,p. 

Magelang, ................................. .. 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA MAGELANG 

NIP. 

Atau : 

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA MAGELANG 
(Jabatan) 

--------------------
NIP. 



uLAN : 
~AHUN. 

NO 
REGISTER 

I 

BUKU REGISTER PENDAFTARAN PENEUTIAN SSPD 

l 
TANGGAL DATA PEMOHON 

TERIMA 1--_-,... __ --l NOP 
PENGAIUAN BPH-ra 

TERUTANG 

I I 
Register 

NO 
LAPORAN 

HASIL 
PE NEUTIAN 
LAPANGAN 

(jlka ado} 

9 

I I 
HASIL NAMA 

PE NELITIAN dan NIP 
SSPD PETUGAS 

PENEUTI 

10 11 

-±~~±±E~c=-·-±==-·-· ···· ·· ·1=-. 1. .. .a..l 
- .L.... - ·· .... ...... ~•' ••-•n•-•-•-•--••1- ••• .. •-- - • •--• 

Ditetapkan i Magelang 
pada tangg I 

SIGIT WIDYONINDITO 



--- NO TANGGAL 

NO REGISTER TERIMA 
PENGAJUAN 

-- 2 3 
1 ---- - . . 

~ -

-
c--

,-

--

BUKU REGISTER PENDAFT 
ARAN PENEUTIAN SSPD 

DATA PEMOHON 

- ~QP 

NAMA AlAMAT 

4 s 6 

. .. 
. - .. . 

NO 

BPHTB 
lAPORAN 

TERUTANG 
Register HASIL 

PENEUTIAN 
lAPANGAN 

(jiko ado) 
7 a 9 

. . -· 

Ditetapkan d Magelang 
pada tanggal 

HASIL 
PENELITIAN 

SSPD 

10 

A MAGELANG 

NAMA 
dan NIP 

PETUGAS 
PENEUTI 

11 

SIGITWIDYONINDITO PEJABAT 
1. Sf:Kt),6 

2. KA. DINAS 

3. SEKRETARIS 

4 . M . 810 

5. KA . 51E: / 
KA. S\JB. BAG 



lAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR 
TAHUN 

PROSEDUR PENDAFTARAN Al<TA KE KANTOR PERTANAHAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur ini merupakan Proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan 

tanah dan/atau bangunan. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
ke Kantor Pertanahan. 

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kantor Pertanahan. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran 

akta pernindahan hall. atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan 

dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . d h h k atas tanah 
• k endaftaran akta pemrn a an a Merupakan pihak yang mengaJu an p . 

- - . -. dan bertugas untuk: ke Kantor Pertanahan. PPAT berwenang 

indahan hak atas tanah; dan 
mengajukan pendaftaran pem . d han Hak atas Tanah dan/atau 
menyiapkan dan menandatangani Akta Pemm a 

ft d' Kantor Pertanahan. Bangunan yang telah terda ar I 

3. Kantor Pertanahan Tkan hak tanah di wilayah Kota 
lki daftar kepem1 I 

Merupakan pihak yang mem1 ' han berwenang dan bertugas untuk: 
. . Kantor Pertana 

Magelang. Dal am prosedur rn1 . ndaftaran hak atas tanah; dan 
dokumen pengaJuan pe memeriksa kelengkapan h 

. ar hak kepemilikan tana . memperbaharu1 daft 



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNtS 

Langkah 1: 

Berdasarkan prosedur penelitian d 
an prosedur Pernba a .. 

lembarl, lembar 2, lembar 3 dan S Y ran, WaJib Pajak menerima SSPD 
urat Keterangan Peneli . . 

lalu menyerahkan SSPD lembar 2 d I tian SSPD dan DPPKD. Wajib Pajak 
an ernbar 3, serta Sur K 

DPPKD kepada Pejabat Pemb t Ak at eterangan Penelitian SSPD dari 
ua ta Tanah (PPAT}. 

Langkah 2 : 

PPAT menerima SSPD lembar 2 dan lernbar .. 
3, serta Surat Keterangan Penelitian SSPD dari 

DPPKD. PPAT kemudian menyiapkan draft Akt . 
a Pernmdahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan. PPAT mengarsip SSPO lernbar 2. 

Langkah 3 : 

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan 

draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD lembar 3, serta Bukti 

Surat Keterangan Penelitian SSPD dari DPPKD ke Kantor Pertanahan. 

Langkah 4: 

Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak 

atas tanah. Kantor Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran 

data terkait objek pajak. Kantor Pertanahan lalu memperbaharui database daftar 

kepemilikan hak atas tanah. 

Langkah 5 : 

K t P h · -=sPD lembar 3 Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft an or ertana an mengars1p .J • 

Ak • T h d n/atau Bangunan serta Surat Keterangan Penelitian ta Pemindahan Hak atas ana a 

SSPD dari DPPKD kepada PPAT. 

Langkah 6 : 

k dian menandatangani Akta Pemindahan Hak PPAT menerima dokumen tersebut dan emu 

atas Tanah dan/atau Bangunan. 



o. 

Langkah 7: 

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan 

ditandatangani kepada Wajib Pajak. 

Langkah 8: 

Hak atas T h 
ana dan/atau Bangunan yang telah 

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan. 

BAGAN ALUR 

Dari Prosedur sebelumnya, Wajib Pajak 
berhak menerima SSPD lembar 1,2, dan 3 
serta Surat Keterangan Penelitian SSPD 

beserta tembusannya 

Kantor Pertanahan menelaah pengajuan 
dan memperbaharui daft:ar 

perolehan/peralihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. Kantor Pertanahan 

mengarsip SSPD lembar 3 besert2 
Tembusan Surat Keterangan Penelitian 

SSPD 

i 
Kantor Pertanahan menyerahkan Akta 
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan kepada PPAT 

-,.-

,, 

Wajib Pajak menyerahkan SSPD Lembar 2 dan 3 serta 
Tembusan Surat Keterangan Penelitian SSPO (untuk PPAT dan 

Kantor Pertanahan) kepada PPAT 

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan pengajuan 

pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan. PPAT 
mengarsip SSPD lembar 2 dan Tembusan Surat Keterangan 

Hasll Penelitian 

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan. SSPD lembar 3, dan Tembusan Surat 

Keterangan Penelitian SSPD kepada Kantor Pertanahan 

PPAT menandatangani Akta Pemlndahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan, dan selanjutnya menyerahkannya 

kepada Wajib Pajak 

Ditetapk di Magelang 
pada tan gal 

SIGIT WIDYONINDITO 



D, 

L.angkah 7: 

ppAT menyerahkan Akta Pemindah 
. an Hak atas Tanah 

ditandatangani kepada Wajib Pajak. dan/atau Bangunan yang telah 

Langkah 8: 

Wajib Pajak menerima Akta Pemindaha H k 
n a atas Tanah dan/atau Bangunan. 

BAGAN ALUR 

oari Prosedur sebelumnya, Wajib Pajak 
berhak menerima SSPD li!mbar 1,2, dan 3 
serta Surat Keterangan Penelitian SSPD 

beserta tembusannya 

Kantor Pertanahan menelaah pengajuan 
dan memperbaharui daftar 

perolehan/peralihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. Kantor Pertanahan 

mengarsip SSPD lembar 3 beserta 
Tembusan Surat Keterangan Penelitian 

SSPD 

i 
Kantor Pertanahan menyerahkan Akta 
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan kepada PPAT 

.. 

-

Wajib Pajak menyerahkan SSPD Lembar 2 dan 3 serta 
Tembusan Surat Keterangan Penelitian SSPD (untuk PPAT dan 

Kantor Pertanahan) kepada PPAT 

t 
PPAT menyiapkan Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan pengajuan 
pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan. PPAT 

mengarsip SSPD lembar 2 dan Tembusan Surat Keterangan 
Hasil Penelitian 

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau llangunan, SSPD lembar 3, dan Tembusan Surat 
Keterangan Penelitlan SSPD kepada Kantor Pertanahan 

PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan, dan selanjutnya menyerahkannya 

kepada Wajib Pajak 

Oitetap n di Magelang 

pada ta ggai 

AMAGELANG, 

SIGIT WIDYONINDITO 



lAMPIRANV 

PERATURAN WAUKOTA MAGELANG 
NOMOR 
TAliUN 

PROSEDUR PElAPORAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan 

proses yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dalam melaporkan p · 

enenmaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. 
Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yan d"I k k . 

g I a u an PeJabat Pembuat Akta Tanah 
atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. 

8. PIHAK TERKA/T 

1. Bendahara Penerimaan 

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan 

berwenang dan bertugas : 

menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran 

tunai; 

menyiapkan register SSPD atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang 

melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan; 

menyiapkan register STS; 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . H k 

. . kan dan menandatangani Akta Pemmdahan a Merupakan p1hak yang menyiap 

Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas atas Tanah dan/atau Bangunan. 

. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau untuk membuat Laporan Penerb1tan 

Bangunan. 

...,..._. __ _ 



3. Fungsi Pembukuan dan P 
1 e aporan 

Merupakan pihak Yang b 
ertugas untuk men . 

BPHTB berdasarkan dok yrapkan laporan R I' . . 
umen-dokum ea rsas, Penenmaan 

· en Yang dit · 
Penenmaan dan PeJ·ab t enma dari Kas Daerah 8 d h 

a Pembuat Akt , en a ara 
Pembukuan dan Pelapora b a Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi 

n erwenang dan be 
- menerima SSPD lemb k rtugas untuk: 

ar e-6 dari Bendahara P . 
menerima register SSPD d . enenmaan; 

. arr Bendahara Penerimaan· 
menenma register STS d . 

8 
' 

. an endahara Penerimaan; 
menenma buku Penerimaan d 

. an Penyetoran dari Bendahara Penerimaan. 
menenma laporan Penerbitan Akta ' 

Pemindahan Hak atas Tanah d / 
Bangunan dari PPAT; dan an atau 

menyiapkan laporan Realisasi Pen . 
errmaan BPHTB. 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Benda hara Penerimaan 

Langkah 1: 

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD lembar 

5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. 

langkah 2: 

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Benda hara Penerimaan mencatat 

penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara 

Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam register SSPD BPHTB. Bendahara 

Penerimaan mengarsip SSPD lembar ke-5. 

langkah 3: 

S · b I 8 d h p ner,·maan menyampaikan register SSPD yang dilampiri et1ap u an, en a ara e . 
b k P er·,maan dan Penyetoran, beserta register STS kepada SSPD iembar ke-6, u ·u en 

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. 

Langkah 4: . . . 
erima register SSPD yang drlamprrr dengan 

Fungsi Pembukuan dan Pelap~ran mden Penyetoran, beserta register STS. 
SSPD lembar ke-6, buku Penenmaan an 

----1111111!!!!!!!---~~--=-::...:..-=:· -------



C.2. Pelaporan Penerbitan Ak 
ta oleh PPAT 

Langkah 1: 

Berdasarkan prosedur s b 
e elumnya PPAT . 

Pemindahan Hak atas Tan h ' meny1apkan dan menandatan . Akt 
a dan/atau 8 gam a 

I b 2 d . angunan PPAT · 
em ar arr Wajib Pajak. · Juga menerima SSPD BPHTB 

Langkah 2: 

PPAT membuat Laporan P b' 
ener itan Akta Pemindah 

Bangunan atas setiap akta an Hak atas Tanah dan/atau 
yang telah diterbitkan. 

Langkah 3: 

PPAT menyampaikan la 
. poran Penerbitan Akta Pemindahan Hak 

dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembuk . d. _ .. 
uan an Pelaporan DPPKD. 

atas Tanah 

Langkah 4: 

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima laporan Penerbitan Akta Pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

C.3. Pelaporan Realisasi BPHTB 

Langkah 1: 

Berdasarkan prosedur C.1 dan C.2, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKD 

menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, dan 

Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Langkah 2 : 

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Pelaporan 

menyusun laporan Realisasi BPHTB. 



Narna PPAT 

Ala mat 
NPWP 

r-----,-------
Mt• 

NO -~ 

Nomor Tan111il 

- 2 3 l 
i---~ 

-· 
C 

-

~ 

-

aentuk 
Perbuatan 

Hukum 

4 

LAPORAN BULANAN PPAT 
Bulan ............ Tahun ........ . 

Kepada Yth. 

WALIKOTA MAGElANG 
cq. Kepala Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 
di- MAGElAN& 

Nama d~ Alamat 

1.uos (M~ SPPT PB8 SSPO BPKTB 
Jonis l&kT•noh ...... 
don Tr.an~t,1 don/atau Tonor S.n&uNrl Poroloh•n/ 

Pihak van1 Pihak v•n1 Nomor Bongunon 
NOP NJOP T•,.pl Rupiah 

Men1alihkan Mononma Haak Pengali~n 
T•hun llak 

5 6 7 
13 1' 15 

a 9 10 11 12 

Magelang, 

Nama dan Tanda Tangan PPAT 

Ket 

16 



ANDUAN PENGISIAN LAPORAN BUI.ANA 
p N OLEH PPAT 

oiluarTabel 

aulan 

rahun 

Nama PPAT 

Alamat 

NPWP 

Didalam label 

Kolom 1 

Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 

Kolom 7 

Bulan bersangkutan 

Tahun bersangkutan 

Nama PPAT yang bersangkuta 
n, atau PPAT Pengganti. 

Contoh: Ngadenu SH at 
8 , , au ambang, SH. 

Ala mat PPAT yang bersangkutan. 

NPWP PPAT yang bersangkutan. 

Nomor urut pengisian tabel. 

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan. 

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. 

Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Januari 2011 ditulis; 4-01-2011. 

Bentuk perbuatan hukum. 

Conteh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb. 

Nama dan alamat pihak yang mengalihkan/memberikan. 

Conteh: Suroto beralamat di JI. Mawar No. 9 ditulis; Suroto (baris 1), JI. 
Mawar No. 9 (baris selanjutnya). 

Nama dan ala mat pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5). 

Jen is dan nomor hak. 

a. A bila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan 
pa d' ·t·k t kelurahan/desa sesuai yang tercantum I sert1 I a . 

Hak Milik = M 
_ Hak Guna Usaha = U 
- Hak Pakai = p · 

k M.
1
.k No 373 terletak di Kelurahan PanJang 

Conteh: Ha 11 · 

Ditulis: . a abila dialihkan seluruhnya) 
_ M.373/ PanJang ( P . ( pabila dialihkan sebagian) 
- M.373/ Panjang sebag1an a 



Kolom 8 

Kolom 9 dan 10 : 

Kolom 11 

Kolom 12 

Kolom 13 

b. 
Apabila tanah bek h 

as ak rnTk yang bersangk t 11 adat diis" 
hak yang b u an berikut Persilny; at , nornor kohi dari petuk pajak 
C ersangkutan. au nornor dan tanggal alat bukti 

ontoh : Verospond· 
Ing lndon · 

. . tahun 1960-1954 es,a Kohir nornor 47 /465 masa pajak 
D1tuhs : V.I No 47/465 
Contoh : Petuk Pajak C tahun 1960 -1964 

Ditulis : C. No. 395 Bl .kNlo 395 Blok 11.D persil 30 
o I.D PS.30 

Letak tanah dan atau b 
k I angunan unt k k 
e urahan/desa yang bersangkutan. ' u ejelasan dapat menyebut 

Diisi luas tanah dan atau ban u . . 
g nan yang dralihkan/diperoleh/dibebani. 

Contoh : Jual beli tanah selu 2 

seluas 50 m2 dan lanta·, s t I as 20
2° rn dengan bangunan lantai dasar 

a u se uas 25 rn . 

Ditulis 
: Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75. 

Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta. 

Contoh 

Ditulis 

: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000 

: 100.000.000 

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum 
pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak 
tanggungan tetap dilaporkan. 

Diisi berdasarkan nombr tahun SPPT. 

Contoh 

Ditulis 

No. SPPT 33.71.001.002.040- 0124.0/11-01 

001.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah 
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom) 

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP 
pada tahun perolehan/pengalihan. 

_ l'h / rolehim seluruh Tanah yang ada pada SPPT {NJOP Contoh 1: Penga I an pe 
sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000 

Ditulis : 250.000.000 

1 h atas sebagian tanah dan keseluruhan 
Contoh 2: Pengalihan/pero e ~ h seluas 100m2 dan bangunan 25 m2 

bangunan yang ada diatasnyal an;O m2 dan keseluruhan bangunan seluas 
adalah sebagian tanah atau se uash dalah Rp 200 000.000 (untuk 100 m2) 

2 h · NJOP (SPPT) tana a · 2 • 
25 m . Diketa w so.ooo.ooo (untuk 25 m ), maka : 
dan bangunan adalah Rp. 



Kolom 14 dan 15: 

Kolom 1B 

NJOP tanah seluas so m2 

NJOp bangunan sefuas 25 m2 

Total NJQp 

Ditulis 
: 150.000.00Q 

: Rp. 100.000.000 

: Rp. so.000.000 

: Rp. 150.000.000 

Diisi tanggal pembayaran (deng k 
pembayaran BPHTB. an ang a seperti kolom 3) dan besarnya 

Mencantumkan keadaan ta h 

na dan bangunan yang dlperoleh/diallhkan dengan keterangan. 

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan. 

Contoh: 
• Seluruh tanah dan bangunan 

• Sebagian tanah dan seluruh bangunan 

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen 
ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisl nomor daftar isian 
(pendaftaran} dan atau tanggal penyampaian . 

Contoh • d.i 301/4097/11 a tau 

• tanggal 10 - 7 - 2011 

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima 
hibah wasiat 

Conteh : hibah wasiat dari ayah ke anak 

Ditulis : ayah · anak 



PEMERINTAH KOTA MAGELANG 
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOlAAN KEUANGAN DAE RAH 

REGISTER SSPD BPHTB 
TAHUN ........... . 

NERIMAAN BPHTB: ...... 

E REKENING PE---,-----T-~-:--:-~l-~=:--1~=~:---7~~~~~ 
<(JO KITE RA NGAN URAIAN JUMLAH PENYETOR 

TANGGAL 

3 
4 

Mengetahui : 

Pengguna Anggaran/ * 
Pengguna Anggaran ) Kuasa 

Narna dan NIP 

5 

Magelang, 

6 7 

Bendahara Penerimaan 

Nama dan NIP 



Bulan . . 
Rekenrng . Kode 

PEMERINTAH KOTA MAGELANG 
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BPHTB 

PENERIMAAN r:r-
i PENYET0RAN 

TANGGAL NO. BUKTI 

3 f-- 2 1 
f-- r--- i---

t=L I 

. . dahara Penerimaan Kas d1 Ben 

Saldo Awai 

Jumlah Penerimaan 

- Jumlah yang disetorkan 

Saldo Kas di Benda hara 

Terdiri: 

Tunai sebesar a. 
b. Bank sebesar 

c. Lainnya 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

Mengetahui : 

URAIAN 

4 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

I 

JUMLAH TANGGAL N0.STS 

6 7 
5 

l 

J I 

Magelang, 

JUMLAH 

8 

Pengguna Anggaran/ *) 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Penerimaan 

Nama dan NIP 
Nama dan NIP 

KET. 

9 

J 



KODERE 

NO 

PEMERINTAH KOTA MAGELANG 
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

REGISTER STS BPHTB 
TAHUN ......•• 

KENING : ···•·· 

NO. STS TANGGAL URAIAN JUMLAH PENYETOR KETERANGAN 
2 3 

Mengetahui : 

Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Nama dan NIP 

4 5 6 

Magelang, 

Bendahara Penerimaan 

Nama dan NIP 

Oitetapk n di Magelang 
pada tan gal 

7 

SIGIT WIDYONINDITO 

PEJABAT PARAf 

1. SEKi:>/\ 

2. KA. OINAS 

3.SE~:HETARIS 

4. K.~-. i:ill) 



PEMERINTAH KOTA MAGELANG 
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

REGISTER STS BPHTB 

EKENING: •····· KODER 

r-16.sts 

2 

TANGGAL 

3 

Mengetahui : 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Nama dati NIP 

4 

TAHUN ....... . 

PENYEioA KETEAANGAN 
s 6 7 

Magelang, 

Bendahara Penerimaan 

Nama dan NIP 

Diteta kan di Magelang 
pada t nggal 

OTA MAGELANG, 

SIGITWIDYONINDITO 



lAMPIRAN VI 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR . 
TAHUN . 

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur penetapan STPO meru aka . 
P n Proses yang d1lakukan Fungsi Pelayanan dan 

Pengolah Data DPPKD dalam meneta k . 
P an tag1han BPHTB yang terutang yang disebabkan 

karena BPHTB yang terutang menurut SSPD tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah 
hitung, dan kena bunga/denda. 

Prosedur penetapan SKPDKB SKPDKBT- · · 
, merupakan proses yang d1lakukan Fungs, 

Pelayanan dan Pengolah Data dalam memeriksa BPHTB yang terutang yang masih kurang 

dibayar atas SSPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak 

atau atas SKPDKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi 

Pelayanan dan Pengolah Data. 

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi 

Pelayanan dan Pengolah Data dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi 

Pajak yang terutang hingga pada saatjatuh tempo. 

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data sebagai pihak yang 

memiliki dan mengelola database Daftar STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Daftar Surat 

Teguran. Serta Fungsi Penagihan selaku pengirim STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat 

Teguran. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak 

"b membayar BPHTB yang terutang Merupakan pihak yang memiliki kewa11 an . 

DKBT. Wajib Pajak juga akan menenma Surat Teguran berdasarkan STPD, SKPDKB, SKP 

melunasi BPHTB yang terutang. 
jika pada saat jatuh tempo belum 

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data k 

dan bertugas untu : 
Merupakan pihak yang berwenang 

mem€riksa SSPD; 

menerbitkan STPD ; 

menerbitkan SKPDKB; 

menerbitkan SKPDBKBT; 

menerbitkan Surat Teguran. 



3. Fungsi Penagihan 

Merupakan pihak ya 
ng berwena 

- mengirim STPD; ng dan bertugas untuk: 

mengirim SKPDKB· 
I 

mengirim SKPDKBT· d , an 

mengirim Surat Teg uran; 

c. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

C.1. Penetapan STPD 

Langkah 1 : 

Berdasarkan prosedur pe b m ayaran BPHTB yang t 
Pelayanan dan Pengolah D t erutang sebelumnya, maka Fungsi 

a a mengarsip SSPD 
Pajak. yang telah dibayarkan oleh Wajib 

Langkah 2: 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Oat I I . . a a u memenksa setiap SSPD yang tidak/kurang 

d1bayar, salah tulis, salah salah hitung d k b , an ena unga/denda. 

Langkah 3: 

Atas SSPD yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena 

bunga/denda maka Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menerbitkan Daftar SSPD 

yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi 

Pelayanan dan Pengolah Data kemudian mengarsip daftar tersebut. 

Langkah 4 : 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menerbitkan STPD berdasarkan Daftar SSPD yang 

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD dicetak 

rangkap 2. STPD dikirim ke Wajib Pajak melalui Fungsi Penagihan. STPD yang dikirim ke 

Wajib Pajak harus dilengkapi dengan Tanda Penerimaan STPD 

Langkah 5: 

Fun 
· p ·h · · kan STPD STPD Lembar 1 diperuntukkan bagi Wajib Pajak, 

gs1 enag1 an meng1nm · 

d 
. (I bar 2) beserta Tanda Penerimaan STPD yang telah 

an mengembaltkan STPD em 
. p I nan dan Pengolah Data. 

ditandatangani Wajib Pajak ke Fungsi e aya 

langkah 6: mengarsip STPD (lembar 2) berikut Tanda 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

Penerimaan STPD. 



Langkah 7: 

Fungsi Pelayanan dan Pe 
ngolah Data me 

yang telah dikirimkan kepad W .. mperbaharui Daftar STPD atas setiap STPD 
a a11b Pajak. 

Langkah 8: 

Wajib Pajak menerima STPD d 
an membayarkan Pa'ak 

prosedur pembayaran p . k J yang terutang sesuai dengan 
a1a • 

C.2. Penetapan SKPKDKB/SKPDKBT 

Langkah 1: 

Berdasarkan prosedur pembayaran P . k 
a1a yang terutang sebelumnya, maka Fungsi 

Pelayanan dan Pengolah Data aka • 
n mengars1p SSPD yang telah dibayarkan oleh Wajib 

Pajak. 

Langkah 2: 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data memeriksa setiap SSPD yang telah berjangka 

waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan dan 

Pengolah Data memeriksa nilai Pajak yang terutang yang tercantum dalam SSPD 

tersebut. Atas SSPD yang ternyata kurang bayar, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

kemudian menerbitkan Daftar SSPD yang kurang dibayar. 

Langkah 3: 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data juga memeriksa setiap SKPDKB yang telah 

berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Pelayanan dan Pengolah 

D 
"k ·1 · Pa'ak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut. ata memen sa ni aI J 

'h k g bayar Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian 
Atas SKPDKB yang masI uran , 

menerbitkan Daftar SKPDKBT. 

Langkah 4: • 
h dibuat Fungsi Pelayanan 

Berdasarkan daftar yang tela ' 

. KB/SKPDKBT (masing-masing rangkap 2). 
menerb1tkan SKPD 

dan Pengolah Data 

Langkah 5 : . . SKPDKB/SKPDKBT beserta Tanda 
I h Data menginmkan 

Fungsi Pelayanan dan Pengo a . 
. d Fungsi Penag1han. 

/ KPDKBT kepa a 
Penerimaan SKPDKB S 

Langkah 6 : . . KPDKB/SKPDKBT kepada Wajib Pajak. Tanda 
. eng1nmkan 5 

Fungsi Penag1han m . d tangani oleh Wajib Pajak. 
OKBT harus d1tan a 

Penerimaan SKPOKB/SKP 



SKPDKB/SKPKBT Lembar 1 dipe 

. P I runtukkan bagi Wajib Pajak dan Lembar 2 dikembalikan ke Fungs, e ayanan dan Pengolah D 
ata sebagai arsip. 

Langkah 7: 

Fungsi Penagihan mengembal'k 
1 

an SKPDKB/SKPDKBT (lembar 2) ke Fungsi Pelayanan 
dan Pengolah Data beserta Tand p • .. 

a enenmaan yang telah ditandatangani oleh WaJib Pajak. 

Langkah 8: 

Fungsi Penagihan mengarsip SKPDKB/SKPDKBT (lembar 2) beserta Tanda penerimaan, 

selanjutnya Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data memperbaharui Daftar 

SKPDKB/SKPSKBT atas setiap SKPDKB/SKPDKBT yang telah dikirimkan kepada Wajib 
Pajak. 

Langkah 9: 

Wajib Pajak menerima SKPDKB/ SKPDKBT (lembar 1) dari Fungsi Penagihan dan 

membayarkan Pajak yang terutang sesuai dengan prosedur pembayaran Pajak. 

C.3. Penerbitan Surat Teguran 

Langkah 1: 

Berdasarkan prosedur penetapan STPD/SKPDKB , / SKPDKBT Fungsi Pelayanan dan 

Pengolah Data menyimpan dan mengarsip : 

Daftar STPD; 

Daftar SKPDKB; 

_ Daftar SKPDKBT; . Pelayanan dan Pengolah Data 
daftar-daftar tersebut, Fungs1 

Dengan menggunakan tau surat ketetapan BPHTB yang 
. Penagihan agar meman berkoordinasi dengan Fungsi 

akan mendekati jatuh tempo. 

Langkah 2 : n si Penagihan menghubungi dan 
. . ·atuh tempo, Fu g . 

Sela ma 7 (tujuh) han seJak J "b PaJ·ak agar melunasi BPHTB yang mas1h 
·t kepada WaJ1 t Persuas1 · melakukan pendeka an . 

ersuasif, meliput1: 
terutang. Pendekatan p I i telepon; dan 

"b pajak mela u 
Menghubungi waJ1 dan Himbauan. 

t Pemberitahuan 
Mengirimkan Sura 



Langkah 3: 

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh t 
empo, setelah r d k 

terutang belum dilunasi Wajib P . in a an persuasif BPHTB 
aJak, maka Fungsi 

yang 

Penagihan mengkonfirmasikan 

Data untuk menerbitkan Surat Teguran 

kepada Fungsi Pela 

(rangkap 2). 
vanan dan Pengolah 

Langkah 4: 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 
Tanda p . mencetak Surat Teguran (rangkap 2) beserta 

enenmaan Surat Teguran unt k I . 
, u se anJutnya Fungsi Penagihan mengirimkan 

Surat Teguran kepada Wajib Pajak. 

Langkah 5: 

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran kepada wa··b P . k ( k 
JI aJa rang ap 2, lembar 

1 untuk Wajib Pajak dan lembar 2 sebagai arsip) dengan dilengkapi Tanda Penerimaan. 

Langkah 6: 

Wajib Pajak menerima Surat Teguran (lembar 1) dan menandatangani Tanda 

Penerimaan. 

Langkah 7 : 

Fungsi Penagihan mengembalikan Surat Teguran (lembar 2) dan Tanda Penerimaan 

kepada Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

mengarsip Surat Teguran tersebut dan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas 

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

D. BAGAN ALU R 

D.1 Bagan Alur Penerbitan STPD 

Dari arslp SSPD, Fungsi Pelayanan & 
Pengolah Oata memeriksa setiap 

SSPD yang tidak/kurang dibayar, salah 
tulis, salah hitung, dan kena 

bunga/denda 

Fungsl Pelayanan & Pengolah Data 
menerbitkan Daftar SSPD yang 

Kurang/Tidak Dibayar dan 
menerbitkan STPO dan 

mengirimkannya ke Fungsi Penaglhan 

Fungsi Penaglhan 
mengirimkan STPO 

ke Wajib Pajak 

Wajib Pajak 
Menerima SPTPD 

dari Fungsl 
Penagihan (STPD 

lembar 1) 

Fungsl Penagihan 
mengirlmk.an keml>all STPO 
Lem bar 2 utk di Arslp Funssi 
Pelayanan & Pengolah Data 

Fungsi Pelayanan & Pengolah 
Data mengarslp STPD dan 

memperbaharul Oaftar STPD 
atas STPD yang sudah 

dikirimkan 



i· 

D.2 Bagan Alur Penerbitan SKPDK 
B/SKPDKBT 

Dari arslp SSPD, Fungsi Peiayan.,n & 
Pengolah Data memeriksa setiap 

SSPD yang telah berjangka Waktu 
5 

tahun semenjak dibayar WaJib Pajak 
dan SKPDKB yang berjangka Waktu 

5 
Tahun sejak diterbitkan dan 

menerbitkan Daltar SSPD/SKPDKB 
yang tldak/kurang dibayar 

Atas SSPD yang kurang dlbayar 
diterbitlcan SKPDKB sedangkan atas 
SKPDKB yang tldak/kurang dibayar 

diterbitkan SKPDKBT. Fungsi 
Pelayanan & Pengolah Data 

menglrmka n SKPDKB/SKPDKBT ke 
Fungsi Penagihan 

Fungsl Penagihan 
mengirimkan 

SKPDKB/SKPDKBT 
kepada Wajib Pajak 

WajibPajak 
Menertma 

SKPDKB/SKPDKBT 
dari Fungsi 

Penagihan (STPO 
lembar 1) 

D.3 Bagan Alur Penerbitan Surat Teguran 

Oari arslp STPD, SKPDKB, SKPDKBT Setelah 7 hari 
Fungsl Pelayanan & Pengolah Data Fungsl Penagihan 

berkoordlnasl dengan Fungsl mengkonfinnaslkan 
Penaglhan memantau surat kepada Fungsl 

ketetapan yang akan mendekati Jatuh Pelayanan untuk 
tempo menerbltkan Surat 

Teguran kep.da WP 
yang belum 
membayar 

i 
Dal am jangka waktu 7 hari sejak jatuh ungs1 e ayanan 

menerbltkan Surat tempo, Fungsi Penaglhan melakukan 
Teguran dan pendekatan persuasif kepada wajib 

diteruskan kepada pajak (melalui telepon atau surat 
fungsl Penagihan pemberitahuan dan himbauan 
untuk diklrmkan pembayaran) 

kepada Wajib Pajak 

Fungsl Penagihan 
mengirimkan kembali 

SKPOKB/SKPDKBT lembar 2 
utk di Arslp Fungsi Pelayanan 

& Pengolah Data 

Fungsl Pelayanan & Pengolah 
Data mengarstp 

SICPOKB/SKPOKBT dan 
memperbaharul Daftar 
SKPDKB/SKPDKBT alas 

SKPDKB/SKPDKBT yang sudah 
dlkirimkan 

Fungsl Penagihan 
menginnkan Surat Teguran 

kepada WP, dan 
menyampalkan kembali arsip 
Surat Teguran kepada Fungsi 

Pela ya nan 

Fungsi Pelayanan & Pengolah 
Data mengarslp Surat 

Teguran dan memperbaharui 
Daltar Surat Teguran yang 

sudah dikirimkan 



I 
I .. 

KOP DINAS 

SURATTAGIHA . 
BEA PEROLEHAN HAK N PAJAK DAERAH 

Nomor 
Tanggal Penerbitan 
Tanggal Jatuh Tempo 
Tempat Pembayaran 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

Kepada Yth. 

. . . ...... .... ... ..... . .... u .,, •••••• ••••••••• •••••• •••••••••••••• 

di- •••• ••••H•oo••• oo• oo•oooooooo,,, , ,,, , ,00, .. ,, ...... , ••• , 

••• ••••••••• •••uu,oou o, , ,
0 00 

aerdasarkan Peraturan Daerah Kata Magelan No 
Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemert mor . ...... Tahun ........... tentang Bea Perolehan Hak atas 
dan sangunan terhadap : aan pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah 

Nama Wajib Pajak 
P.lamat Wajib Pajak 

Akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan : 

Nomor 
Tanggal 
Jenis Perolehan Hak 
Nomor Objek Pajak 
Letak Objek Pajak 

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Pokok BPHTB yang harus dibayar 

2. Telah dibayar tanggal .................................... 

3. Pengurangan 

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3) 

s. BPHTB yang kurang dibayar 

6. Sanksi administrasi 

7. Jumlah yang harus dibayar 

Dengan Huruf : 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Magelang, 

An. Kepala Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Da_era_h Kota _Magelang 

(Jabatan pejabat yang d1tun1uk Ka. Dmas} 

Nama ................................................ . 
NIP . ................................................... . 

----------------



Narna 
TAN DA TERI MA PE NYAM PAiAN STPD/SKPDKB/SKPDKBT /SURATTEG URAN•) 

Wajib Pajak 

Alarnat 

Surat · 
Nornor i>enerbitan Surat : tanggal 

·ma Tanggal Diteri . 
Penenma Narna 

Tanda Tangan 



KOP DINAS 

DAFT AR SSPD BPHTB 
YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR, SALAH TULIS, SALAH HITUNG, DAN KENA BUNGNDENDA 

' 

,---.--_ DATA WAJIB PAJAK 
DATA 08JEK PI\IAK _. 

NOMORDAN I I 
PNAKYANG 

... 

PNAKYANG 
K£T 

-·-· 
lETAK 

TANGGAl 
KURANG SANKS! MASIH HARUS 

r---

NOP 

ADMINISTRASI 
DIBAYAR 

NO 
AlAMATWP TANAH 

PENERBITAN 
DIBAYAR 

NAMAWP 
DAN/ATAU PBB 

SSPD BPHTB 
BANGUNAN 

10 

3 4 s 6 7 8 9 
~ 

-
2 

r-- ,--

~ ' -
~ ' -
i-- -----
,----- -

-j - l - J 

MENGETAHUI : 
Magelang, .............................................. . 

Kepala Seksi ............ . Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

Nama dan NIP Nama dan NIP 



Nomor 
TanggalPenerbltan 

KOP DINAS 

SURAT KETETAPAN PAJA 
BEA PEROLEHAN HAK A K DAERAH KURANG BAYAR 

TAS TANAH DAN BANGUNAN 

Kepada Yth. 
Tanggal Jatuh Tempo 
Tempat Pembayaran 

ouoo •••••••••U••••••••••••• ••••••••• •••• ••••••• ••••••• •••••• ••••••••• •• 

............................... 
serdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelan No 

Tanah dan Bangunan, telah tlilakukan Pg ~kor ....... Tahun ........... tentang Bea Perolehan Hak atas 
.. emen saan atau b d k . . pelaksanaan kewa11ban Bea Perolehan Hak atas T h d er asar an keterangan lam mengena, 

Nama Wajib Pajak : 
Alamat Wajib Pajak 

ana an Bangunan terhadap : 

Akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan : 

Nomor 
Tanggal 
Jenis Perolehan Hak 
Nomor Objek Pajak 
Letak Objek Pajak 

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Nllai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 

2. Nllal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 

3. Nllai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( 1-2) Rp. 

4. Pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp .............. (3) Rp. 

s. Pengenaa"n Hlbah Waslat/Waris/Hal:. Pengelolaa·n ·= SO% x Rp . ............. (4) Rp. 

6. BPHTB yang seharusnya dibayar (4 atau 5) 

7. BPHTB yang telah dibayar 

8. Dfperflitungkan : 

8.a. Pokok STPD 

8.b. Pengurangan 

8.c. Jumlah (8.a. + 8.b.) 

8.d. Dikurangi pokok SKPOLB 

8.e. Jumlah (8.c. - 8.d.) 

9. Jumlah yang dapat dlperhltungkan (7 + 8.e.) 

10. BPHTB yang kurang dibayar 

11. Sanksi Administrasi berupa bunga (sesuai Pasal.. .. Perda No. 

Sunga = ....... bulan x 2% x Rp ...... (10) 

12. Jumlah yang maslh harus dlbayar (10 + 11) 

Dengan Hurur : 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Tahun ........ ) 
Rp 

Rp. 

Magelang, 

An. Kepala Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Da_er~h Kota _Magelang 

(Joboton pejobot yang d1tun1vk Ko. Dinos) 

Nama ................................................ . 
NIP . ................................................... . 



KOP DINAS 

SURAT KETETAPAN PAJAK 
DAERAH KU 

BEA PEROLEHAN HAK ATA RANG BAYAR TAMBAHAN 
S TANAH DAN BANGUNAN 

Nomor 
Tanggal Penerbitan Kepada Yth. 
Tanggal Jatuh Tempo 
Tempat Pembayaran 

·············• ................................................... . 
di- . 

·································· 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelan No 

Tanah dan Bangunan, telah dilakukan Pg ~kor . ...... Tahun ........... tentang Bea Perolehan Hak atas 
.. emen saan atau b d k . . 

Pelaksanaan kewaJ1ban Bea Perolehan Hak atas T h er asar an keterangan lam mengena1 

Nama Wajib Pajak : 
ana dan Bangunan terhadap : 

Alamat Wajib Pajak 

Akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan : 

Nomor 
Tanggal 
Jenis Perolehan Hak 
Nomor Objek Pajak 
Letak Objek Pajak 

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

-

1. Nllal Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 

2. Nllal Perolehan ObJek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPT1<P) Rp. 

3. Nilal Perolehan Ot-jek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp. 

4. Pajak yang seharusnya terutang = S% x Rp . ............. (3) Rp. 

s. Pengenaan Rlbah Waslat/Waris/Hak Pengelolaan = 50% x Rp . ............. (41 Rp. 

6. BPHTB yang seharusnya dibayar (4 atau 5) 

7. BPHTB yang telah dibayar 

8. Dfperhltungkan : 

8.a. Pokok STPD 

8.b. Pengurangan 

8.c. Jumlah (8.a. + 8.b.) 

8.d. Dlkurangl pokok SKPOLB 

8.e. Jumlah (8.c. - 8.d.) 

9. Jumlah yang dapat dlperhitungkan (7 + 8.e.) 

10. BPHTB yang kurang dlbayar 

11. Sanksi Adminlstrasi berupa bunga (sesual Pasal.. .. Perda No. 

Bunsa = ....... bulan x 2% x Rp . ..... (10) 

12. Jumlah yang maslh harus dlbayar (10 + 11) 

Dengan Huruf : 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Tahun ........ ) Rp 

Rp. 

Magelang, 

An. Kepala Dinas Pendapatan dan 

P elolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 
eng d' · kK o· J (Jabatan pejabat yang 1tun1u o. mos 

Nama ................................................ . 

NIP ................................................... .. 



KOP DINAS 

DAFTAR SSPD BPHTB YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR 

DATA WAJ18 PAJAK l DATA 08JEIC PAJAK 

I 
LETAK ' I 

TANAH NOP 
NO 

NAMAWP AlAMATWP 
DAN/ATAU PBB 

~ r-z 3 
BANGUNAN 

4 s 
r--- i-----

r---
i--- i------

i--- i---

~ i------

--,-

i----.--
r-- i------

r- ' 
L- l 

MENGETAHUI : 
Kepala Seksi ............ . 

Nama dan NIP 

I 
NOMOII OAN I 

TANGGAL 
PENERBITAN 
SSPO BPHTB 

6 

l 
l J 

PAIAKYANG I 
• PAJAKYANG 1 KURANG SANKS! MASIHHARUS 

OIBAYAR AOMINISTRASI OIBAYAR 

7 8 9 

J 
I 

l 
J J l 

Magelang, •········· ................ . ........... 

olah Data Fungsi Pelayanan dan Peng 

Nama dan NIP 

' 

KET 

-
10 -

-
-

-
-
-
-

=~ _J 



KQp DINAS Kepada Yth. 
Nama Wajib Pajak 

Alamat 

~URATTEGURAN 
Nomor· -

. ······•·················· 

Menurut pembukuan dan tata usaha pad 0. 
h. a inas Pendap t d 

Kota Magelang, mgga saat ini Saudara ma 'h a an an Pengelolaan Keuangan Daerah 
s1 mempuny . t 

a, unggakan BPHTB sebagai berikut · -
JENIS PAJAK NO DAN TANGGAL 

STPD 
TANGGAL JUMLAH 

SKPDKB SKPDKBT JATUHTEMPO TUNGGAKAN 
PEMBAYARAN PAJAK 

JUMLAH 

Dengan Huruf : ..................................................................................................................... ........................... . 
OOOOt O OO oo •••• toooooo oo ooo ooOOO O OOOOtltooooo♦ o to o oot l l OO O Oot o Ooooo• tooot o O oo o oo o o otoooo oo oouooooo t oooo o o ooooooo ooo o o o o o oo o o o o ootoo oooooooooo 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah 
tunggakan BPHTB dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari. 

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera 

melaporkan kepada kami. 

Magelang, 

Kepala Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Magelang 

Nama ................................................ . 
NIP ................................................... .. 

Ditetapka di Magelang 

pada tang al 

SIGIT WIDYONINDITO 

1 ' . . ,, . • ' : 

4, K,6 I ! 

5. V .t\ . : •.• ~ , 

l<A .• ~'. l: ~ •~, 



Kepada Yth. 
Narna Wajib Pajak 

KOP DINAS 

Alarnat 

§..URAT TEGURAN 
Nomor • . . ................... . 

Menurut pembukuan dan tata usaha pad 0. 
I h. . . a •nas Pendapat d 

Kota Mage ang, mgga saat m1 Saudara ma .h an an Pengelolaan Keuangan Daerah 
s1 mempunya· t 1 unggakan BPHTB sebagai berikut · 

~ 

JENIS PAJAK 
NO DAN TANGGAL 

STPD 
TANGGAL JUMLAH 

SKPDKB SKPDKBT JATUHTEMPO TUNGGAKAN 
PEMBAYARAN PAJAK -

JUMLAH 

Dengan Huruf : ............... .............................. ............... .................................................................................... . 

·························································· .. ···················································································· 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah 
tunggakan BPHTB dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari. 

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera 

melaporkan kepada kami. 

Magelang, 

Kepala Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Magelang 

Nama ................................................ . 
NIP . ................................................... . 

Ditetapka di Magelang 

pada tan al 

SIGIT WIDYONINDITO 



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR 
TAHUN 

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan 

dan Pengolah Data DPPKD dalam mgnkaji dan menelaah guna persetujuan/penolakan 

atas pengajuan pengurangan BPHTB yang terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan 

kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen 

pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak. 

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota yang 

berisi tenfang kriteria dan kategori pengurangan Pajak yang terutang. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak 

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang 

menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 

. menelaah dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan 
menenma, , 

BPHTB; 

menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB; 

meneliti objek pajak dengan data base; 

menerbitkan Serita Acara Pemeriksaan, dan 
Pengurangan BPHTB atau Surat 

menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan 

Keputusan Pengurangan BPHTB. 



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 : 

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pe . 
ngaJuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan 

dokumen pendukung pengajuan pen u 
g rangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD. 

Langkah 2: 

Fungsi Pelayanan dan PenPolah Data · 0 menenma dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan 

Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. 

Langkah 3: 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan 

BPHTB berdasarkan data base objek pajak. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas 

kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam 

Peraturan Walikota. Untuk selanjutnya mengarsip Surat Pengajuan Pengurangan dari Wajib 

Pajak. 

Langkah 4: 

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan: 

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, 

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui). 

Langkah 5: 

Fungsi Pelayanan dan Per.golah Data meng 
arsip Berita Acara Pemeriksaan. 

Langkah 6: 
. ·mkan Surat Penolakan Pengajuan 

I h Data mengm 
Fungsi Pelayanan dan Pengo a Pengurangan BPHTB (bagi 

. ·tolak) atau Surat Keputusan 
Pengurangan BPHTB (bag, yang di 

yang disetujui) kepada Wajib Pajak. 



o. 

Langkah 7: 

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan 
prosedur pembayaran BPHTB. 

BAGAN ALUR 

i WP mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan beserta dokumen 
pendukungnya kepada Fungsi Pelayanan & Pengolah Data 

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data menerima Surat Pengajuan 
Pengurangan dari WP dan memberiltan Tanda Terima 

fungsi Pelayanan & Pengolah Data menelaah dan memenksa surat 
permohonan pengurangan berdasarkan data base dan Peraturan 

Walikota tentang Pemberian Pengurangan ~P~Ti: __ - . ~ . .. - . . . . . , 

F . Pelayanan mempersiapkan Benta cara e p meriksaan dan Surat 
ungsi . p rangan oleh WP Keputusan atas pengaJuan engu 

1 
ni oleh pejabat yang berwenang, Setelah Surat Keputusan d1tandatanga . ·mkan kepada Wajib Pajak 

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data mengin 



KOP DINAS 

KEPUTUSAN KEPALA 
PENGELOLAA DINAS PENDAPATAN DAN 

N KEUANGAN DAERAH 
KOTA MAGELANG 

NOMOR · 
. ··························· 

TENTANG 
PEMBERIAN PENGURANGAN 

BEA PEROLEHAN HAKATASTA 
NAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG 

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kata Magelang, 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

Surat Permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan oleh Wajib Pajak : 
Nama 
Tanggal 
Nornor 

• •••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

. ············•································••········ 
• ••• ••••u••••••••••••••••••••• ••••••••• ••• ••••••••••••• 

a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan : 
Nomor ....................................................... .. 
Tanggal ........................................................ . 

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk 
rnengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang terutang; 

a. Peraturan Oaerah Kota Magelang Nomor ...... Tahun ........ tentang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

b. Peraturan Walikota Magelang Nomor .......... HTkahun .... T ..... t~nt:ng 
Pernberian Pengurangan Bea Perolehan a atas ana an 

Bangunan. 

MEMUTUSKAN : 

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN 
KEPUTUSAN KEPALA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN 
KEUANGAN DAERAH OLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
PENGURANGAN BEA PER 
YANG TERUTANG. 

-----~~-~~- - ~--



pERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Mengabulkan/Menolak*) 
atas Tanah dan 8 permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak 
Nama Wajib Paja:nguna~ yang terutang kepada Wajib Pajak: 
Alamat Wajib Pajak ............................................................ . 
Letak Objek Pajak . ·····• .................................................... . 
Atas perolehan hak ................................................................. .. 
Akta/Risalah L I atas tanah dan/atau bangunan dengan : 

. e ang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/ 
Dokumen lainnya**) : 
Nomor 
Tanggal 
NOP 
Letak Objek Pajak 

................................................................... 

. ········• .......................................................... . 
• •••••••••• ••••••u••••• ••••••• •••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••• 

·····················································•············ 

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum 
PERT AMA, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut: 
a. BPHTB Terutang : Rp. 
b. Besarnya pengurangan ( .... % x Rp ........ ) : Rp. 
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar : Rp. 

(sebesar : ........................................................................................... .... ) 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan 
ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 



l 
I 

KEEMPAT 
a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak; 

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang. 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA MAGELANG 

*) Coret yang tidak perlu 
**) Diisi sesuai keperluan 

NAMA 
NIP. 

Ditetapka ~i Magelang 
pada tang I 

SIGIT WIDYONINDITO 



KEEMPAT 
a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak; 

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang. 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA MAGELANG 

*) Coret yang tidak perlu 
**) Diisi sesuai keperluan 

NAMA 
NIP. 

Ditetapkan i Magelang 
pada tangg I 

... 

SIGIT WIDYONINDITO 


